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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 329 ayat (7),

Pasal 332 ayat (7), Pasal 334, Pasal 335, Pasal 336 ayat (1),
Pasal 337 ayat (3), Pasal 338, dan Pasal 339 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana

Kampanye Pemilihan Umum;

Mengingat:

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
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Nomor 137);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DANA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu
adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat
DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat
DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU
adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri yang  bertugas
melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU
Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu
di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tentang Pemilihan Umum.

Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya
disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu
di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang
diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang
Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD,
Anggota DPRA, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur.

KPU/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota
yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota
adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Pemilihan Umum.

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga
Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU
yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang
Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota
DPD, Anggota DPRK, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,
dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut
Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang
mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan
Umum.

Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Pemilihan Umum.

Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Pemilihan Umum.

Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu
anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD
kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota
DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang
selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah
memenuhi persyaratan.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional
dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-
cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan
politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai
Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat
mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.

Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang
selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah
perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai

Peserta Pemilu.
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Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak
lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk
meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi,
program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut
Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang,
barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk
membiayai kegiatan Kampanye.

Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya
disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana
Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan
Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta
Pemilu.

Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya
disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat
informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau
saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan
pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK,
dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari
Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang
selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang
memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta
Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan
yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran
Dana Kampanye.

Pimpinan Partai Politik adalah Ketua Umum, Sekretaris
Jenderal atau Bendahara Umum atau dengan sebutan
lain Partai Politik Peserta Pemilu.

Pengurus Partai Politik Penanggung Jawab Dana
Kampanye yang selanjutnya disebut Pengurus Partai

Politik adalah Ketua Umum atau dengan sebutan lain
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

(1)

(2)

dan Bendahara Umum atau dengan sebutan lain Partai
Politik Peserta Pemilu.

Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan
Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik
yang mengusulkan Pasangan Calon di tingkat nasional,
provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Petugas Penghubung Partai Politik adalah Pengurus
Partai Politik yang bertugas sebagai penghubung antara
Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses penyerahan
Laporan Dana Kampanye.

Petugas Penghubung Calon Anggota DPD adalah petugas
penghubung antara Calon Anggota DPD dengan KPU,
KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
dalam proses penyerahan Laporan Dana Kampanye.
Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP
adalah badan wusaha yang didirikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang
tentang Akuntan Publik.

Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah
seseorang yang telah ~memperoleh izin untuk
memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan
perundangundangan mengenai Akuntan Publik.

Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Peserta
Pemilu yang digunakan untuk keperluan audit.

Hari adalah hari kalender.

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Komisi ini meliputi pengaturan
Dana Kampanye Pemilu yang digunakan oleh Peserta
Pemilu untuk membiayai metode Kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU yang
mengatur tentang Kampanye Pemilu.
Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

b. Pemilu Anggota DPR dan DPRD; dan
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c. Pemilu Anggota DPD.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Peraturan Komisi ini meliputi:

a. memberikan panduan bagi Peserta Pemilu dalam
mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan
dan pengeluaran Dana Kampanye; dan

b. menjadi acuan bagi AP dalam melaksanakan audit atas

Laporan Dana Kampanye.

Pasal 4
Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib dikelola
dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal,

akuntabel, dan transparan.

Pasal 5
(1) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
(2) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD menjadi
tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu.
(3) Dana Kampanye Pemilu anggota DPD menjadi tanggung

jawab masing-masing Calon Anggota DPD.

BAB II
DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Sumber, Bentuk, dan Pembatasan Dana Kampanye

Paragraf 1

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 6
(1) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
bersumber dari:

a. Pasangan Calon;
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
pengusul; dan/atau

c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak
lain.

Selain didanai oleh sumber Dana Kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kampanye Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden dapat didanai dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a,
berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon
yang bersangkutan.
Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf b berasal dari keuangan Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan
Pasangan Calon.
Dana Kampanye yang bersumber dari sumbangan yang
sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf ¢ berasal dari:
a. perseorangan;
b. kelompok; dan/atau
c. perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.
Sumbangan yang berasal dari perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, termasuk
sumbangan dari:
a. suami/istri dan/atau keluarga Pasangan Calon; dan
b. suami/istri dan/atau keluarga dari Pengurus Partai

Politik, anggota Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berasal dari

tindak pidana dan bersifat tidak mengikat.
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Pasal 8
Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) dapat berbentuk:
a. uang;
b. barang; dan/atau
c. jasa.
Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penerimaan
uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga
lainnya, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi benda bergerak
atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan
uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat
sumbangan itu diterima.
Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢  meliputi
pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang
manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai
penerima jasa yang dapat dinilai dengan wuang
berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat
sumbangan itu diterima.
Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),
dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat

sumbangan itu diterima.

Pasal 9

Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang

berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu

sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

(1)

Pasal 10
Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a,
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(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

-10-

paling banyak bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar
lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok,
dan/atau perusahaan atau badan usaha nonpemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b
dan huruf c, paling banyak bernilai
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah)

selama masa Kampanye.

Pasal 11
Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain
perseorangan, kelompok, perusahaan atau badan usaha
nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:
a. dilarang menggunakan dana dimaksud,;
b. wajib melaporkan kepada KPU; dan
c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanye berakhir.
Mekanisme penyerahan sumbangan ke kas Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan

dengan Keputusan KPU.

Pasal 12

Pengeluaran Kampanye Presiden dan Wakil Presiden
untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar
yang wajar untuk barang tersebut.

Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas
kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum,
diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan
pengaturannya tunduk pada Peraturan Komisi ini.
Hutang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari

penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain,
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diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan

pengaturannya berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

Paragraf 2
Pemilu Anggota DPR dan DPRD

Pasal 13
Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD
bersumber dari:
a. Partai Politik;
b. calon anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik
bersangkutan; dan/atau
c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak
lain.
Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal
dari keuangan Partai Politik.
Dana Kampanye yang bersumber dari calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari harta
kekayaan pribadi calon yang bersangkutan.
Dana Kampanye yang bersumber dari sumbangan yang
sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berasal dari:
a. perseorangan;
b. kelompok; dan/atau
c. perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.
Sumbangan yang berasal dari perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, termasuk
sumbangan dari:
a. suami/istri dan/atau keluarga calon; dan
b. suami/istri dan/atau keluarga dari Pengurus Partai
Politik, anggota Partai Politik yang mengajukan
calon.
Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang ditujukan

kepada Calon anggota DPR dan DPRD wajib melalui
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(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

-12-

Partai Politik yang bersangkutan sebelum dapat
dipergunakan untuk keperluan kampanye.

Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (0)
menjadi sumbangan dari Partai Politik untuk Calon
anggota DPR dan DPRD.

Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berasal dari

tindak pidana dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 14
Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
dapat berbentuk:
a. uang;
b. barang; dan/atau
c. jasa.
Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penerimaan
uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga
lainnya, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi benda bergerak
atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan
uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat
sumbangan itu diterima.
Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi
pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang
manfaatnya dinikmati oleh Partai Politik Peserta Pemilu
sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat
sumbangan itu diterima.
Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),
dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat

sumbangan itu diterima.
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Pasal 15

Dana Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD yang berupa

uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum

digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 16

Dana Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD yang
berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a,
paling banyak bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar
lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

Dana Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD yang
berasal dari sumbangan pihak lain kelompok,
perusahaan atau badan usaha nonpemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b
dan huruf c, paling banyak bernilai
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah)

selama masa Kampanye.

Pasal 17
Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain
perseorangan, kelompok, perusahaan atau badan usaha
nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
Peserta Pemilu, yang menerima sumbangan melebihi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16:
a. dilarang menggunakan dana dimaksud,;
b. wajib melaporkan kepada KPU; dan
c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanye berakhir.
Mekanisme penyerahan sumbangan ke kas Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan

dengan Keputusan KPU.
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(3)
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(2)

(3)

(4)

-14-

Pasal 18

Pengeluaran Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD
untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar
yang wajar untuk barang tersebut.

Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas
kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum,
diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan
pengaturannya tunduk pada Peraturan Komisi ini.
Hutang atau pinjaman Partai Politik Peserta Pemilu yang
timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari
pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang
batasan dan pengaturannya berpedoman pada Peraturan

Komisi ini.

Paragraf 3
Pemilu Anggota DPD

Pasal 19

Dana Kampanye Pemilu anggota DPD bersumber dari:
a. Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan/atau
b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak

lain.
Dana Kampanye yang bersumber dari Calon Anggota
DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
berasal dari harta kekayaan pribadi Calon Anggota DPD
yang bersangkutan.
Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal
dari:
a. perseorangan;
b. kelompok; dan/atau
c. perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.
Sumbangan yang berasal dari perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, termasuk
sumbangan dari suami/istri dan/atau keluarga Calon

Anggota DPD.
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Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berasal dari

tindak pidana dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 20
Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
dapat berbentuk:
a. uang;
b. barang; dan/atau
Cc. jasa.
Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penerimaan
uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga
lainnya, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi benda bergerak
atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan
uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat
sumbangan itu diterima.
Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢  meliputi
pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang
manfaatnya dinikmati oleh Calon Anggota DPD sebagai
penerima jasa yang dapat dinilai dengan wuang
berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat
sumbangan itu diterima.
Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),
dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat

sumbangan itu diterima.

Pasal 21

Dana Kampanye Pemilu anggota DPD berupa uang, wajib

ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan

untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
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Pasal 22

Dana Kampanye Pemilu anggota DPD yang berasal dari
sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, bernilai paling
banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah) selama masa Kampanye.

Dana Kampanye Pemilu anggota DPD yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan atau
badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dan huruf c, bernilai
paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima

ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

Pasal 23
Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain
perseorangan, kelompok, dan/atau perusahaan atau
badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 bersifat kumulatif  selama
penyelenggaraan Kampanye.
Peserta Pemilu, yang menerima sumbangan melebihi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22:
a. dilarang menggunakan dana dimaksud,;
b. wajib melaporkan kepada KPU; dan
c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanye berakhir.
Mekanisme penyerahan sumbangan ke kas Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan

dengan Keputusan KPU.

Pasal 24
Pengeluaran Kampanye Pemilu anggota DPD untuk
pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang
wajar untuk barang tersebut.
Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas

kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum,
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diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan
pengaturannya tunduk pada Peraturan Komisi ini.

Hutang atau pinjaman Calon Anggota DPD yang timbul
dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak
lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan
dan pengaturannya berpedoman pada Peraturan Komisi

ini.

Bagian Kedua

Identitas Penyumbang Dana Kampanye

Pasal 25
Dana Kampanye Pemilu yang bersumber dari Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b
dan huruf c, Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c, dan
Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi jumlah penerimaan
dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang diterima
dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan
pihak lain.
Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang
mencakup:
a. Partai Politik:

1. nama Partai Politik;
alamat Partai Politik;
nomor akta pendirian Partai Politik;
Nomor Pokok Wajib Pajak;

nama dan alamat Pimpinan Partai Politik;

AL T o

nomor telepon/telepon genggam Pimpinan
Partai Politik;

jumlah sumbangan;

asal perolehan dana; dan

pernyataan penyumbang bahwa:
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a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit
berdasarkan putusan pengadilan;

c) dana tidak berasal dari tindak pidana;
dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

b. perseorangan:

1.

O 0 N ok LD

| S S—
— O

nama,;

tempat/tanggal lahir dan umur;

alamat penyumbang;

nomor telepon/telepon genggam (aktif);
nomor identitas;

Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
pekerjaan;

alamat pekerjaan;

jumlah sumbangan;

asal perolehan dana; dan

. pernyataan penyumbang bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak pailit berdasarkan
putusan pengadilan;

c) dana tidak berasal dari tindak pidana;
dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

c. kelompok:

1.

a bk LD

O o N o

nama kelompok;

alamat kelompok;

nomor identitas pimpinan kelompok;

nomor telepon/telepon genggam (aktif);

Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau

pimpinan kelompok;

nama dan alamat pimpinan kelompok;

jumlah sumbangan;

asal perolehan dana;

keterangan tentang status badan hukum atau

status kelompok; dan
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10. pernyataan penyumbang bahwa:
a) penyumbang tidak menunggak pajak;
b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit
berdasarkan putusan pengadilan;
c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
d. perusahaan atau badan usaha nonpemerintah:
1. nama  perusahaan atau badan wusaha
nonpemerintah;
2. alamat perusahaan atau badan usaha
nonpemerintah;
3. nomor akta pendirian perusahaan atau badan
usaha nonpemerintah;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan atau
badan usaha nonpemerintah;
5. nama dan alamat direksi atau pimpinan
perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;
6. nomor telepon/telepon genggam direksi/atau
pimpinan perusahaan atau badan wusaha
nonpemerintah;
nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
jumlah sumbangan;
asal perolehan dana;
10. keterangan tentang status perusahaan atau
badan usaha nonpemerintah; dan
11. pernyataan penyumbang bahwa:
a) penyumbang tidak menunggak pajak;
b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit
berdasarkan putusan pengadilan;
c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
Sumbangan yang berasal dari perusahaan atau badan
usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d wajib dilampiri salinan akta pendirian
perusahaan atau badan usaha.
Penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan cara
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memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke
RKDK disertai identitas penyumbang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dapat berupa surat keterangan dari bank yang
bersangkutan.

Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang dilakukan melalui setoran tunai pada
bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Rekening Khusus Dana Kampanye

Pasal 26
Pasangan Calon wajib membuka RKDK pada bank
umum.
RKDK Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik dibuka oleh Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik pengusul atas nama
Pasangan Calon, dan spesimen tanda tangan harus
dilakukan bersama oleh salah satu perwakilan Tim
Kampanye dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
Dalam hal Tim Kampanye nasional membentuk Tim
Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye
tingkat  Kabupaten/Kota, wajib = membuka dan
melaporkan RKDK.
RKDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam hal Rekening Khusus dibuka atas nama Tim
Kampanye tingkat provinsi atau kabupaten/kota,
spesimen tanda tangan harus dilakukan oleh perwakilan
Tim Kampanye, dilengkapi dengan surat pernyataan
Pasangan Calon.
Tim Kampanye dapat menunjuk pengelola RKDK yang

bertugas khusus untuk mengelola RKDK, pengelola
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RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari
Pasangan Calon.

Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum

dimulainya masa Kampanye.

Pasal 27
Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka RKDK pada
bank umum.
RKDK Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota dibuka atas nama Partai
Politik Peserta Pemilu, dan spesimen tanda tangan harus
dilakukan bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang
Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya.
RKDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terpisah dari rekening Partai
Politik.
Partai Politik dapat menunjuk pengelola RKDK yang
bertugas khusus untuk mengelola RKDK, pengelola
RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pengurus
Partai Politik.
Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum

dimulainya masa Kampanye.

Pasal 28
Calon Anggota DPD wajib membuka RKDK pada bank
umum.
RKDK Calon Anggota DPD dibuka atas nama Calon
Anggota DPD yang bersangkutan.
RKDK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terpisah dari rekening pribadi
Calon Anggota DPD.
Calon Anggota DPD dapat menunjuk pengelola RKDK
yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, pengelola
RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari Calon.
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(5) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum

dimulainya masa Kampanye.

Pasal 29
RKDK Pasangan Calon, Partai Politik, dan Calon Anggota DPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal

28 tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.

BAB III
PELAPORAN DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Pencatatan Dana Kampanye

Pasal 30

(1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat
nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota wajib
mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa
uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus
Dana Kampanye.

(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan
Calon.

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah
penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 31
(1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat seluruh
penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang,
dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana
Kampanye.
(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik yang

bersangkutan.
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Pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus Dana
Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup pembukuan
penerimaan dan pengeluaran khusus Dana Kampanye
para calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten /Kota.

Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota wajib melakukan pencatatan
penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang
bersangkutan dan menyampaikan kepada Partai Politik.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (4) mencakup informasi tentang
bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai

bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 32

Calon Anggota DPD wajib mencatat seluruh penerimaan
dan pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa
dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Calon
Anggota DPD.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah
penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Pelaporan Dana Kampanye

Pasal 33
Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional,
provinsi, dan/atau kabupaten/kota wajib menyusun
pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 ke dalam laporan Dana Kampanye.
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Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat laporan penerimaan dan pengeluaran
yang dilakukan Pasangan Calon, dan/atau Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik pengusul untuk membiayai
kegiatan Kampanye.

Kegiatan Kampanye yang didanai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dicatat ke dalam laporan
Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang
mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun
laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat
nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota wajib
menyampaikan laporan Dana Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya.

Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan laporan gabungan Pasangan Calon

secara nasional.

Pasal 34

Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyusun
pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ke dalam laporan Dana Kampanye.
Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup laporan Dana Kampanye calon
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota.

Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat laporan penerimaan dan pengeluaran
Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota, untuk membiayai kegiatan

Kampanye.
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Pengurus Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan Dana
Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 35

Calon Anggota DPD wajib menyusun pembukuan Dana
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ke
dalam laporan Dana Kampanye.

Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu anggota DPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan
penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Calon
Anggota DPD untuk membiayai kegiatan Kampanye.
Calon Anggota DPD wajib menyampaikan laporan Dana
Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.

Pasal 36

Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33, Pasal 34, dan Pasal 35 terdiri atas:

a. LADK;

b. LPSDK; dan

c. LPPDK.

(1)

Bagian Ketiga
LADK

Paragraf 1

Pembukuan dan Penyampaian LADK

Pasal 37
LADK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:

a. RKDK;
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b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

c. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan
pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum
penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan
sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan
kampanye yang diperoleh sebelum  periode
pembukuan LADK;

d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari
Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik dan pihak lain; dan

e. Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan
Calon.

Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu)

Hari sebelum masa Kampanye.

Format LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil

Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat

nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota wajib

menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Penyampaian LADK Pasangan Calon dan/atau Tim

Kampanye tingkat nasional kepada KPU sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:

a. naskah asli (hardcopy) dalam 2 (dua) rangkap untuk
disampaikan kepada:

1. KPU berupa 1 (satu) rangkap asli; dan
2. KAP berupa 1 (satu) rangkap salinan melalui
KPU; dan

b. naskah asli elektronik (softcopy).

Penyampaian LADK Pasangan Calon dan/atau Tim

Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada

KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
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sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam

bentuk:

a. naskah asli (hardcopy) dalam 2 (dua) rangkap untuk
disampaikan kepada:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota berupa 1 (satu) rangkap asli;
dan

2. KAP berupa 1 (satu) rangkap salinan melalui
KPU  Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota; dan

b. naskah asli elektronik (softcopy).

Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dan (6), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode
penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Pasal 38
LADK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a
yaitu pembukuan yang memuat informasi:
a. RKDK;,
b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;
c. jumlah perhitungan penerimaan dan pengeluaran
yang diperoleh sebelum penyerahan LADK;
d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai
Politik dan pihak lain; dan
e. Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik.
Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu)
Hari sebelum masa Kampanye.
LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri laporan
pencatatan  penerimaan dan pengeluaran Dana
Kampanye calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota.



2018, No. 974

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

-28-

Format LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota wajib menyampaikan
LADK Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai
dengan tingkatannya.

Penyampaian LADK Partai Politik tingkat pusat kepada
KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam
bentuk:

a. naskah asli (hardcopy) dalam 2 (dua) rangkap untuk

disampaikan kepada:

1. KPU berupa 1 (satu) rangkap asli; dan

2. KAP berupa 1 (satu) rangkap salinan melalui
KPU; dan

b. naskah asli elektronik (softcopy).

Penyampaian LADK Partai Politik tingkat provinsi dan

kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dan

KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dibuat dalam bentuk:

a. naskah asli (hardcopy) dalam 2 (dua) rangkap untuk
disampaikan kepada:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota berupa 1 (satu) rangkap asli;
dan

2. KAP berupa 1 (satu) rangkap salinan melalui
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota; dan

b. naskah asli elektronik (softcopy).

Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dan (7), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode
penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
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Pasal 39
LADK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu
pembukuan yang memuat informasi:
a. RKDK;
b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;
c. jumlah perhitungan penerimaan dan pengeluaran
yang diperoleh sebelum penyerahan LADK;
d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari pihak
lain; dan
e. Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPD.
Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu)
Hari sebelum masa Kampanye.
Format LADK Calon Anggota DPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan Dbagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.
Peserta Pemilu Calon Anggota DPD wajib menyampaikan
LADK Calon Anggota DPD yang bersangkutan kepada
KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
Penyampaian LADK Calon Anggota DPD kepada KPU
Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dibuat dalam bentuk:
a. naskah asli (hardcopy) dalam 3 (tiga) rangkap untuk
disampaikan kepada:
1. KPU berupa 1 (satu) rangkap salinan;
2. KPU Provinsi/KIP Aceh berupa 1 (satu) rangkap
salinan; dan
3. KAP berupa 1 (satu) rangkap asli melalui KPU
Provinsi/KIP Aceh; dan
b. naskah asli elektronik (softcopy).
Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat
(9), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan
LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat pukul 18.00 waktu setempat.
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Paragraf 2

Penerimaan LADK

Pasal 40
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota menerima LADK dari Peserta Pemilu
dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan jadwal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), Pasal 38
ayat (8), dan Pasal 39 ayat (6).
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap:
a. cakupan informasi; dan
b. format LADK.
Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), LADK Peserta Pemilu belum
mencakup semua informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 39
ayat (1), dan/atau format LADK dinyatakan tidak
lengkap, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota mengembalikan LADK kepada Peserta
Pemilu dan/atau Tim Kampanye.
Apabila cakupan informasi dan/atau format LADK
dinyatakan tidak tepat dan/atau tidak lengkap
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
membuat catatan khusus dan dituangkan ke dalam
berita acara.
Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye wajib
memperbaiki LADK sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dan menyampaikan LADK hasil perbaikan kepada
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling
lambat 5 (lima) Hari sejak LADK dikembalikan kepada
Peserta Pemilu.
Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), LADK Peserta Pemilu sudah

mencakup semua informasi sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 39
ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota membuat tanda terima LADK yang
ditandatangani bersama dengan Peserta Pemilu
dan/atau Tim Kampanye/Petugas Penghubung.

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LADK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita
acara.

Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dibuat dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Komisi ini.

Ketentuan lebih lanjut tentang pencermatan terhadap
LADK Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 41

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota mengumumkan LADK paling lambat 1
(satu) Hari setelah periode penerimaan LADK hasil
perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(5) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Dalam hal Peserta Pemilu tidak menyampaikan LADK
hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayat (5), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat
melalui papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU

Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.



2018, No. 974

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

-32-

Bagian Keempat

LPSDK

Paragraf 1
Pembukuan dan Penyampaian LPSDK

Pasal 42
LPSDK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan
Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah
pembukuan LADK.
Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan
LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK
disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Format LPSDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Komisi ini.
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat
nasional, provinsi, @dan  kabupaten/kota = wajib
menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya.
Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dibuat dalam bentuk:
a. naskah asli (hardcopy) dalam 2 (dua) rangkap untuk
disampaikan kepada:
1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau
Kabupaten/Kota berupa 1 (satu) rangkap asli;
2. KAP berupa 1 (satu) rangkap salinan melalui
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau
Kabupaten/Kota; dan
b. naskah asli elektronik (softcopy).
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Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan
Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program,
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu

setempat.

Pasal 43

LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b
merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana
Kampanye yang diterima Partai Politik setelah
pembukuan LADK.
Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan
LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK
disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Format LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan Dbagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.
Pengurus Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU,
KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
sesuai dengan tingkatannya.
Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dibuat dalam bentuk:
a. naskah asli (hardcopy) dalam 2 (dua) rangkap untuk

disampaikan kepada:

1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota berupa 1 (satu) rangkap asli;
dan

2. KAP berupa 1 (satu) rangkap salinan melalui
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota; dan
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b. naskah asli elektronik (softcopy).

Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan
Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program,
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu

setempat.

Pasal 44

LPSDK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b
merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana
Kampanye yang diterima Calon Anggota DPD setelah
pembukuan LADK.
Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan
LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK
disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP
Aceh.
Format LPSDK Anggota DPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Komisi ini.
Calon Anggota DPD menyampaikan LPSDK kepada KPU,
melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dibuat dalam bentuk:
a. naskah asli (hardcopy) dalam 3 (tiga) rangkap untuk

disampaikan kepada:

1. KPU berupa 1 (satu) rangkap asli;

2. KPU Provinsi/KIP Aceh berupa 1 (satu) rangkap

asli; dan
3. KAP berupa 1 (satu) rangkap asli melalui KPU
Provinsi/KIP Aceh; dan

b. naskah asli elektronik (softcopy).
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Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur
dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum.

Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu

setempat.

Paragraf 2
Penerimaan LPSDK

Pasal 45
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota menerima LPSDK dari Peserta Pemilu
atau Tim Kampanye/Petugas Penghubung.
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap:
a. cakupan informasi; dan
b. format LPSDK.
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota membuat tanda terima LPSDK yang
ditandatangani bersama dengan Peserta Pemilu atau
petugas yang ditunjuk.
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LPSDK
dalam berita acara.
Dalam hal berdasarkan pencermatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) cakupan informasi dan/atau
format LPSDK dinyatakan tidak lengkap, KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
membuat catatan khusus dalam berita acara.
Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Komisi ini.
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Pasal 46

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah

menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

ayat (1) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

Bagian Kelima

LPPDK

Paragraf 1
Pembukuan dan Penyusunan LPPDK

Pasal 47
LPPDK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
huruf c¢ adalah pembukuan yang memuat seluruh
penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan
Calon.
LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan
seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye
dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Penyajian laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
menggunakan pendekatan aktivitas.
Pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan
Pasangan Calon dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah

Hari pemungutan suara.

Pasal 48
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat
nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota menyusun

LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
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Penanggung jawab pembukuan LPPDK di tingkat
provinsi dan/atau kabupaten/kota adalah Ketua dan
Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya.
Penanggung jawab LPPDK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) adalah Pasangan Calon, Ketua, dan
Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional.

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat
nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota wajib
menandatangani surat pernyataan tanggung jawab atas
LPPDK, yang menyatakan telah mencatat dan
membukukan semua penerimaan dan pengeluaran Dana
Kampanye.

Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya wajib
menyampaikan LPPDK di tingkat provinsi dan/atau
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Tim Kampanye tingkat nasional.

Format penyusunan LPPDK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 49
LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c
adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan
dan pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik.
LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan
pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana
Kampanye calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten /kota.
LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana
Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat

dipertanggungjawabkan.
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Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menggunakan pendekatan aktivitas.

Pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan
Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8

(delapan) Hari setelah hari pemungutan suara.

Pasal 50

Pengurus Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan/atau
kabupaten/kota  menyusun LPPDK  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49.

Ketua umum dan bendahara umum atau sebutan lain
pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat
provinsi, dan kabupaten/kota wajib menandatangani
surat pernyataan tanggung jawab atas LPPDK, yang
menyatakan telah mencatat dan membukukan semua
penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Format penyusunan LPPDK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 51
LPPDK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c adalah
pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan
pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan
semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye
dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan bukti pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menggunakan pendekatan aktivitas.
Pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan
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Calon Anggota DPD dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah

hari pemungutan suara.

Pasal 52

Calon Anggota DPD menyusun LPPDK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51.

Calon Anggota DPD wajib menandatangani surat
pernyataan tanggung jawab atas LPPDK, yang
menyatakan telah mencatat dan membukukan semua
penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Format penyusunan LPPDK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Paragraf 2
Penyampaian LPPDK

Pasal 53
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat
nasional, Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU
dilampiri dengan LADK dan LPSDK Pasangan Calon.
Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota
DPR dan DPRD wajib menyampaikan LPPDK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang
ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan LADK dan LPSDK
Partai Politik.
Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib dilampiri dengan LPPDK Calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD wajib
menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri
dengan LADK dan LPSDK Calon Anggota DPD.
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Penyampaian LPPDK Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilakukan
paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan
suara.

Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu

setempat.

Pasal 54
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota memfasilitasi penyerahan Laporan
Dana Kampanye dari Peserta Pemilu kepada KAP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2),
dan ayat (4).
KAP membuat tanda terima Laporan Dana Kampanye
yang ditandatangani bersama dengan Peserta Pemilu
atau Tim Kampanye atau Petugas Penghubung dan KPU,
KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan Laporan
Dana Kampanye dalam berita acara.
Tanda terima dan berita acara Laporan Dana Kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat
dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Komisi ini.

Pasal 55

KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Laporan Dana
Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 beserta tanda terima dan berita acara
LADK, LPSDK, dan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (8), Pasal 45 ayat (6), dan Pasal 54 ayat (4)
kepada KPU.

Penyampaian Laporan Dana Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk:

a. 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU;
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(1)

(2)
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b. 1 (satu) rangkap asli untuk KAP; dan
c. naskah asli elektronik (softcopy).

Penyampaian Laporan Dana Kampanye Calon Anggota
DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
paling lambat 1 (satu) Hari setelah diterimanya LPPDK
dari Calon Anggota DPD.

BAB IV
AUDIT DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit

Pasal 56
Audit Dana Kampanye Pemilu dilakukan oleh Akuntan
Publik dengan menggunakan standar perikatan asurans.
Audit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),
ditujukan untuk menilai kepatuhan pelaporan Dana
Kampanye sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana

Kampanye.

Bagian Kedua

Seleksi Kantor Akuntan Publik

Pasal 57

KPU melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit
Dana Kampanye.

Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk dalam kategori jasa konsultan yang
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa pemerintah.

Biaya pelaksanaan kerja KAP untuk melakukan audit

Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.

Bagian Ketiga
Perikatan Audit

Pasal 58

AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan

surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU.

AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib membuat pernyataan tertulis di atas kertas

bermeterai yang menyatakan:

a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak
langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
Pasangan Calon atau Calon Anggota DPR, DPD dan
DPRD; dan

b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik
dan/atau Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Pasangan Calon atau Tim Kampanye
Pasangan Calon.

AP dan Ketua Tim Audit yang melakukan audit

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang

telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana

Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.

AP yang ditugaskan untuk melakukan audit

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadiri

pertemuan atau sosialisasi Peraturan Komisi ini yang
diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota.

AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
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Bagian Keempat

Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

Pasal 59
KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 30 (tiga puluh)
Hari terhitung sejak KAP menerima Laporan Dana Kampanye
dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54

ayat (1).

Pasal 60
(1) Peserta Pemilu wajib membantu auditor dari KAP dengan
menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan
yang diperlukan tepat waktu.
(2) Peserta Pemilu wajib memberikan akses bagi auditor dari
KAP untuk:
a. mendapatkan informasi tentang pembukuan
penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye,
RKDK, dokumen pencatatan, dan data lain yang
berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran
Dana Kampanye;
b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan
identitas penyumbang;
c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila
dianggap perlu; dan
d. memperoleh surat representasi dari pihak yang

diaudit.

Pasal 61
Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit

Dana Kampanye bagi AP ditetapkan dengan Keputusan KPU.
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Bagian Kelima

Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Pasal 62

KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling
lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya Laporan
Dana Kampanye dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54.

Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan

pemeriksaan keuangan KPU.

Pasal 63

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Dana
Kampanye kepada Peserta Pemilu, paling lambat 7
(tujuh) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).

KPU mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye
paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah menerima hasil
audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau
laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten /Kota.

BAB V
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 64
Peserta Pemilu, Pelaksana kampanye, dan Tim
Kampanye dilarang menerima sumbangan Dana
Kampanye atau bantuan lain untuk Kampanye yang

berasal dari:
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(3)
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a. pihak asing;

b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas
identitasnya;

c. hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan
menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak
pidana; dan

d. pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah
desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan
lain.

Peserta Pemilu dan Tim Kampanye yang menerima

sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. dilarang menggunakan dana dimaksud,;

b. wajib melaporkan kepada KPU; dan

c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanye berakhir.

Pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi negara asing, lembaga nonpemerintah asing,

lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara
asing.

Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas

identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b adalah penyumbang yang tidak mencakup

kelengkapan identitas yang disebutkan dalam Pasal 25

ayat (2).

Pasal 65

KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di

bawah ini sebagai auditor:

a. Tim Kampanye atau petugas Kampanye Peserta Pemilu;

b.pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau

pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta

Pemilu;
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c.orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi
dengan Peserta Pemilu;

d.anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU,
Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat
KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat
kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih
dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja

sehari-hari.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 66
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan
yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye, dikenakan
sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang

Pemilihan Umum.

Pasal 67

(1) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD
yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (8), dikenai sanksi berupa
pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang
bersangkutan.

(2) Calon Anggota DPD yang tidak menyampaikan LADK
kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6), dikenai

sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.

Pasal 68
(1) Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD
yang tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang
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ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), dikenai
sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Politik
yang bersangkutan menjadi calon terpilih.

Calon Anggota DPD yang tidak menyampaikan LPPDK
kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan
batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat
(4), dikenai sanksi administratif berupa tidak ditetapkan

sebagai calon terpilih.

Pasal 69

Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan penerimaan

sumbangan dari pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 64, Peserta Pemilu yang bersangkutan dikenai

sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang

mengatur mengenai Pemilu.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 70

Apabila KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit
diketahui tidak memberikan informasi yang benar
mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58, KAP yang Dbersangkutan dibatalkan
pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan
klarifikasi.

KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mendapatkan
pembayaran jasa.

KPU menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan
pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Peserta

Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 71
Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 sebagai berikut:
a. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada
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Peserta Pemilu yang diberikan sanksi pembatalan;
dan

b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf
a diputuskan dalam rapat pleno.

Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan

Pasal 68 ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB VI
PEDOMAN TEKNIS

Pasal 72

KPU menetapkan Keputusan KPU tentang pedoman teknis

Dana Kampanye Pemilihan Umum dengan berpedoman pada

Peraturan Komisi ini.

(1)

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73
Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan
Partai Politik pengusul Pasangan Calon dapat
memberikan sumbangan Dana Kampanye untuk
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk sumbangan yang sah menurut hukum dari
pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf c dan Pasal 7 ayat (3).
Sumber dana dan pencatatan sumbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terpisah dari RKDK Partai Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden wajib
mencatat sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ke dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33.
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Pasal 74
KPU memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye
kepada Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye.
Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas konsultasi:
a. tatap muka;
b. melalui telepon; dan/atau

c. melalui surat elektronik (email).

Pasal 75
Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye
untuk Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden wajib menyusun dan melaporkan Dana
Kampanye kepada Pasangan Calon.
Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
relawan, kelompok masyarakat, organisasi
kemasyarakatan, perusahaan nonpemerintah, individu,
dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk
mendukung Pasangan Calon.
Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU
sebagai Lampiran LPPDK.

Pasal 76

Dalam menyusun laporan dana kamapanye, Peserta Pemilu

dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan berpedoman

pada Peraturan Komisi ini.

(1)

(2)

Pasal 77
Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat mengakses
informasi data yang terkait dengan laporan Dana
Kampanye kepada KPU.
Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis

kepada KPU.
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Pasal 78
Masyarakat dan lembaga pemantau Pemilu dapat
berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan secara tertulis yang menerangkan
indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang Pemilu.
Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilampiri dengan:
a. identitas kependudukan pelapor yang jelas;
b. bukti yang  mendasari atau memperkuat
laporannya; dan
c. uraian mengenai penjelasan objek masalah yang
dilaporkan.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada KPU, dan dapat digunakan oleh
KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.

Pasal 79

Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi

Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

1.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1062) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang
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Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 243);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun
2013 tentang Audit Laporan Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1583) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2013 tentang Audit
Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 434); dan

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2014 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 496) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 748),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81
Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Peraturan Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 18 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHHANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM

A. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1.

Formulir Model
LADK1-PILPRES
Formulir Model
LADK2- PILPRES
Formulir Model
LADK3- PILPRES
Formulir Model
LADK4- PILPRES
Formulir Model
LADKS- PILPRES
Formulir Model

LADKG6- PILPRES

Laporan Awal Dana Kampanye

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye
Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye
Daftar  Aktivitas Pengeluaran Dana
Kampanye

Daftar Saldo Dana Kampanye

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas

Laporan Awal Dana Kampanye

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non

Pemerintah

B. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/
DPRD KABUPATEN/KOTA

1.

Formulir Model
LADK1-PARPOL
Formulir Model

LADK2-PARPOL

Formulir Model

Laporan Awal Dana Kampanye

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye

Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
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10.

LADK3-PARPOL

Formulir Model
LADK4-PARPOL
Formulir Model
LADKS-PARPOL
Formulir Model
LADK6-PARPOL
Formulir Model

LADK7-PARPOL

-54-

Kampanye

Daftar  Aktivitas Pengeluaran Dana
Kampanye

Daftar Saldo Dana Kampanye

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
Laporan Awal Dana Kampanye
Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran

Calon Legislatif

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non

Pemerintah

C. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPD

1.

Formulir Model
LADK1-DPD
Formulir Model
LADK2-DPD
Formulir Model
LADK3-DPD
Formulir Model
LADK4-DPD
Formulir Model
LADKS-DPD

Laporan Awal Dana Kampanye

Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye
Daftar  Aktivitas Pengeluaran Dana
Kampanye

Daftar Saldo Dana Kampanye

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas

Laporan Awal Dana Kampanye

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok

Surat Pernyataan Penyumbang

Pemerintah

Pihak Lain Badan Usaha Non
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LOGD PASANGAN
CALDN
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I MODEL LADK1-PILFRES l

FEMILIHAN UMUM FRESIDEN DAN WAKIL FRESIDEN

NAMA PASANGAN CALON

Periode sfd !
Nama Bank —_—
Nomor Rekening 8
Tanggal Pembukaan Rekening e
Saldo Awal Pembukaan tRp 0000000
Nomor NFWP | S dam
Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan
A Penerimaan®
L. Pasangan Calon '’
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik [Total
Penerimaan) 11
3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan'?
4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok:2
3. Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non
Pemerintah'?
&. Lain-lain 1=
A. Lain-lain Komitmen'":
b. Bunga Bank!
B.

Pengeluaran's

Pengeluaran Operasi'?

A. Pertemuan terbatas:s

b. Pertemuan tatap muka'®

c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa
cetak dan media massa elektronik®

d. Pembuatan desain alat peraga kampanye2!

e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum??

f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang
undangan*

E- Lain-lain®

b2

Pengeluaran Modal?*

A. Pembelian Kendaraan2e

b. Pembelian Peralatan 27

c. Lain-lain2:
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Nomor Uraian Rp | Unit KHeterangan
3. Pengeluaran Lain-Lain?®
a. Pemberian Piutang®
b. Pembayaran Utang®!
C. a2

SALDO FER

Kas di Rekening Khusus»»

Kas di Bendahara**

Barang**

Tagihan kepada ol

Utang>

HETUA TIM EAMPANYE=®

CALON PRESIDEN®
ttd.
-Nama Lenglkap-

CALON WAKIL PRESIDEN>®
ttd.
-Nama Lenghkap-

ttd.
-Nama Lenglkap-

ttd.
-Nama Lenghkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

1.

&

&

=]

10.

11

Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan
diri.

Diisi dengan Periode pembukuan LADK.

Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.

Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di
Bank.

Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan rekening khusus Dana Kampanye
Diisi dengan Nomor NPWFP Pasangan Calon.
Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.

Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden.

Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusul Pasangan Calon.

BENDAHARA TIM EAMPANYE=2®



12.

13.

14.

15

16.
17.
18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.
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Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk
pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yvang dilaksanakan dan dibiayai
sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah,
kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain
yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

a. Diisi dengan jumlah uwang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan
akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

b. Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank
kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank

Total pengeluaran Dana Kampanye.
Jumlah pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan [biaya
produksi] iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan
desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang
mengatur tentang Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran
dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan
Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan
perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan
|pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga |gerak jalan santai,
sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang
tahun|, dan Kampanye melalui media sosial.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat
peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya
administrasi bank.

Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait
dengan aktiva tetap.

Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

2018, No. 974
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27.

28.

29,

30.

3l

32.
33

34.

35,

36.

37.

38.

39.

-58-

Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti komputer, inventaris dan lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal.

Diisi dengan jumlah wuang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

Diisi dengan jumlah uwang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
keembali.

Diisi dengan jumlah saldo akhir periode LADK.

Diisi dengan jumlah saldo dana/uang yang ada pada nomor rekening khusus
Dana kampanye per akhir periode LADK.

Diisi dengan jumlah uang [Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya.

Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
|per tanggal akhir periode pelaporan LADE)].

Diisi dengan jumlah uang/barangfjasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal akhir periode pelaporan LADK.

Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir
periode pelaporan LADEK.

Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat
Pusat.

Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye
sesuai tingkatannya.

Pilih salah satu
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Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden

1
2

o U b~ W

10

11

12
13

14

Diisi dengan nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah tingkatan tim

kampanye.

Diisi dengan periode pembukuan LADK.

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima

a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk
uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang
telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)

b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk
Barang

Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima

a  Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa uang tunai

b  Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa jasa

Diisi dengan asal sumbangan Dana Kampanye/pemberi sumbangan Dana
Kampanye

Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)

Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan  Dana
Kampanye(sumbangan tunai)

Diisi dengan bukti sumbangan Dana Kampanye(bukti transfer, nota
barang, dll)

Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye
Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat
Pusat.

Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye
sesuai tingkatannya.

pilih salah satu
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MODEL LADKG-PILFRES

LOGD PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAHKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON 1
TIM EAMPANYE TINGHEAT PROVINSI/EABUPATEN/KOTA®) o

SURAT PFEENYATAAN TANGGUNG JAWARB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA HAMPANYE
TANGGAL ____ 8/D 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
Alamat
Nomor Identitas i
Jabatan : Calon Presiden

2. Nama
Alamat
Nomor [dentitas :
Jabatan : Calon Wakil Presiden

3. Nama
Alamat
Nomor Identitas i
Jabatan : Ketua Tim Kampanye

4. Nama
Alamat
Nomor Identitas i
Jabatan : Bendahara Tim Kampanye

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Presiden dan Wakil
Presiden periode tanggal sampai 3

MENYATAKAN dengan schenar-benamya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon

2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yvang ditetaplan
Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _ Tahun
_ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakou.

3. Bahwa secluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta
yang sebenarnya.

4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran
dipergunakan” bukan darifuntuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
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peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang
melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON PRESIDEN* CALON WAKIL PRESIDEN*
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
KETUA TIM KAMPANYE® BENDAHARA TIM KAMPANYE®
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
Kete :

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden:

VH W

Diisi dengan nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Diisi nama Provinsi/Kabupaten /Kota dacrah tingkatan tim kampanye.

Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye.

Ditandatangani olch Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai
tingkatannya.

Pilih salah satu
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CALON
Nama Pasangan Calon : 1

[ LOGO PASANGAN }

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR : 2
Pada hari___ tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/telepon

genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon

2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NOMOR : 2

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok
Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomor  Telepon/Telepon
Genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan
Kelompok

Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon

2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang



75 2018, No. 974

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR :
Pada hari tanggal
Nama Badan Usaha

Non Pemerintah

Alamat Badan Usaha Non
Pemerintah

Nomor Akte pendirian
Nomor NPWP Badan
Usaha Non Pemerintah
Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor  Telepon/Telepon
Genggam Aktif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

2

yang bertanda tangan di bawah ini :

5. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

6. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
7. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

8. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan:

2

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

3. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
4. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
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| MODEL LADK1-PARPOL ||

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK .

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD
KABUPATEN/KOTA¥)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA¥) 2

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode s/d 2

Nama Bank

Nomor Rekening

Tanggal Pembukaan Rekening
Saldo Awal Pembukaan :Rp
Nomor NPWP :

wl o a »

Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan

A. Penerimaan®

Partai Politik1®

Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan) 1!

Sumbangan Pihak Lain Perseorangani?

Sumbangan Pihak Lain Kelompok!3

al A @ N =

Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non
Pemerintah!4

Lain-lain 15

a. Lain-lain Komitmen15a

b. Bunga Bank15k

B. Pengeluaran!é

Pengeluaran Operasil?

a. Pertemuan terbatas!®

b. Pertemuan tatap mukal®

c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa
cetak dan media massa elektronik2°®

d. Pembuatan desain alat peraga kampanye?2!

e. Penyebaran bahan kampanye kepada
umum??

f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang
undangan??

g. Lain-lain24

2. Pengeluaran Modal?s

a. Pembelian Kendaraan?26

b. Pembelian Peralatan 27
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Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan
c. Lain-lain238
3. Pengeluaran Lain-Lain2®
a. Pemberian Piutang3®
b. Pembayaran Utang?3!
c. SALDO PER 32

Kas di Rekening Khusus?33

Kas di Bendahara3+

Barang?s

Tagihan kepada

36

Utang3?

KETUA UMUM/KETUA¥)

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA¥)

ttd.

-Nama Lengkap-

1. Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum.

© »® N o ah LD

—
@)

Umum.

—_
N o~

Diisi dengan Periode pembukuan LADK.

Diisi dengan Nomor NPWP Partai Politik.

Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.

Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.

Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik.
Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.

Diisi dengan saldo awal pembukaan rekening khusus Dana Kampanye

. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilihan

. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari para calon anggota legislatif.

. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan

pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan
kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh

pihak lain perseorangan tersebut.
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Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok
organisasi sosial, kelompok keagamaan dll

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain badan usaha non pemerintah.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain
yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan
akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

b. Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank
kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank

Total Pengeluaran Dana Kampanye.
Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya
produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan
desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang
mengatur tentang Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran
dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Partai
Politik didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-
undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni,
panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda
santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan
Kampanye melalui media sosial.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat
peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya
administrasi bank.

Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait
dengan aktiva tetap.

Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti
komputer, inventaris dan lain-lain.
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Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.

Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal per tanggal akhir periode pelaporan
LADK.

Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per
tanggal akhir periode pelaporan LADK.

Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal akhir periode pelaporan
LADK

Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
(per tanggal akhir periode pelaporan LADK).

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal akhir periode pelaporan LADK.

Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir periode
pelaporan LADK.

pilih salah satu

2018, No. 974
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LOGO PARTAI
FOLITIE

NAMA PARTAI POLITIE !

FEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPFR/DPRD PROVINSI/DFRD KABUPATEN/KOTA®)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH FROVINSI/HABUPATEN/KOTA*) 2

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPODRAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL 8/ =

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama t

Alamat

Nomor Identitas

Jabatan : Ketua Umum Ketua®)

2. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan : Bendahara Umum/Bendahara®)
Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal sampai o

MENYATAKAN dengan schenar-benamya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik

2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetaplan
Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _ Tahun
_ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan sclama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan secara kenghap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta
yvang sebenarnya.

4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran
dipergunakan” bukan darifuntuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang
melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemmdian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yvang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

KETUA UMUM/KETUA*) BENDAHARA UMUM/BENDAHARA®*)
ttd. g ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lenghkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Partai Politik:
1. Diisi dengan nama Partai Politik

2. Pilih =salah satu

3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye.

*]  Filih salah satu
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LOGO PARTAI
POLITIK

Nama Partai Politik : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM
CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA¥)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¥) 21
NOMOR : 3

Pada hari___ tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/telepon

genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Partai Politik

2. Diisi dengan Nama daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
*)  Pilih salah satu.
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LOGO PARTAI
POLITIK

Nama Partai Politik : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM
CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA¥)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTAY¥) 2
NOMOR : 3
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok
Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomor  Telepon/Telepon
Genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan
Kelompok

Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Partai Politik

2. Diisi dengan Nama daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
*)  Pilih salah satu.
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LOGO PARTAI
POLITIK

Nama Partai Politik

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH

2018, No. 974

CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA¥)

DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¥)

NOMOR :
Pada hari tanggal
Nama Badan Usaha

Non Pemerintah

Alamat Badan Usaha Non
Pemerintah

Nomor Akte pendirian
Nomor NPWP Badan
Usaha Non Pemerintah
Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor  Telepon/Telepon
Genggam Aktif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

yang bertanda tangan di bawah ini :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Partai Politik

2. Diisi dengan Nama daerah pemilihan

3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

*)  Pilih salah satu.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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I MODEL LADHE1-DFD l

.

h,

NAMA CALON _ !
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DFD
PROVINSI 2

LAPORAN AWAL DANA EAMPANYE

Periode sfd ____

Nama Bank e S— :

Nomor Rekening - B

Tanggal Pembukaan Rekening :_ = =

Saldo Awal Pembukaan iRp 000

Nomor NFWP .

Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan
A Penerimaan®

Calon Anggota DPD?

ba

Sumbangan Pihak Lain Perseorangan!?

Sumbangan Pihak Lain Kelompok'
Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non
Pemerintah!2

=) L

wn

Lain-lain 4

a. Lain-lain Komitmen!:

b. Bunga Bank'"

B. Pengeluaran'®

Pengeluaran Operasite

a. Pertemuan terbatas'”

b. Pertemuan tatap mukats

c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa
cetak dan media massa elektronik’

d. Pembuatan desain alat peraga kampanye2"

Penyebaran bahan kampanye kepada
LA

f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang
undangan®

E. Lain-lain=*

b

Pengeluaran Modal24

a. Pembelian Kendaraan?®®

b. Pembelian Peralatan 2=

c. Lain-lain®*
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Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan

3. Pengeluaran Lain-Lain2®

a. Pemberian Plutang®™

b. Pembayaran Utang

C. SALDO PER 5

Kas di Rekening Khusus™

Kas di Bendahara™

Barang™
Tagihan kepada 33
Utang™
CALON ANGGOTA DPD
ttd.
-Nama Lengkap-
Keterangan :

Laporan ini disusun olch Calon Anggota DPD
1. Diisi nama Calon Anggota DPD.

&

Diisi nama Provinsi dacrah pemilihan.

Diisi dengan Periode pembukuan LADK.

ol

Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di
Bank.

Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan RKDK.

Diisi dengan Nomor NPWP Calon Anggota DPD.

8 mEN P

Diisi dengan jumlah penerimaan.
10. Diisi dengan dana yang berasal dari Calon Anggota DPD.

11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain perscorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk
pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai
sendiri oleh pihak lain persecorangan terscbut.

12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari

sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah,
kclompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll

13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
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14.

13,
16.
17.

18.

19.

20.

21

22,

23.

24,

235,

26.

27.

28.

-06-

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain
yvang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan
akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

b. Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank
kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank

Diisi dengan jumlah pengeluaran.
Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan pengeluaran operasi.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan [biaya
produksi] iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan
desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang
mengatur tentang Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran
dan pembuatan bahan Kempanye kepada umum yang dibiayai oleh Calon
Anggota DPD didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang
Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan
perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan
|pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga |gerak jalan santai,
sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang
tahun), dan Kampanye melalui media sosial.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat
peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yvang tidak melanggar
larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya
administrasi bank.

Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait
dengan aktiva tetap.

Diisi dengan jumlah/banyaknya kendarsan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti komputer, inventaris dan lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal.
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Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.

Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per
tanggal akhir periode pelaporan LADK.

Diisi dengan jumlah uang (Rp) yvang ada pada (jumlah kas per tanggal akhir
periode pelaporan LADK).

Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang terscbut berdasarkan harga pasar
(per tanggal akhir periode pelaporan LADK).

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal akhir periode pelaporan LADK.

Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir
periode pelaporan LADK.

2018, No. 974
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MODEL LADKS-DPD

()

NAMA CALON .
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
PROVINSI —

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL ____S/D___°

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama -

Alamat

Nomor Identitas 3

Jabatan : Calon Anggota DPD

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal sampai dengan

3

MENYATAKAN dengan scbenar-benarnya :

1. Bahwa laporan terscbut di atas adalah tanggung jawab Calon Anggota DPD.

2. Bahwa laporan terscbut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor __ Tahun
___dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa scluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan sclama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan sccara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta
yang scbenarnya.

4. Bahwa “scluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran
dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang
melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON ANGGOTA DPD

-Nama Lengkap-

Kete: an:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Calon Anggota DPD:

1. Diisi dengan nama Calon Anggota DFD
2. Diisi dengan nama provinsi dacrah pemilihan
3. Diisi dengan Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
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[ LOGO CALON }

Nama Calon : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD

PROVINSI 2

NOMOR : 3
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/telepon

genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Anggota DPD

2. Diisi dengan Nama Provinsi daerah pemilihan

3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
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[ LOGO CALON }

Nama Calon : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD

PROVINSI 2
NOMOR : 3
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok
Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomor  Telepon/Telepon
Genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan
Kelompok

Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Anggota DPD

2. Diisi dengan Nama Provinsi daerah pemilihan

3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
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[ LOGO CALON }

Nama Calon : 1
SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD

PROVINSI 2
NOMOR : 3
Pada hari__ tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Badan Usaha

Non Pemerintah

Alamat Badan Usaha Non
Pemerintah

Nomor Akte pendirian
Nomor NPWP Badan
Usaha Non Pemerintah
Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor  Telepon/Telepon

Genggam Aktif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;

3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

2

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Anggota DPD

2. Diisi dengan Nama Provinsi daerah pemilihan

3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ARIEF BUDIMAN
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LAMPIRAN II

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM

A. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1 Formulir Model
LPSDK1-PILPRES

2. Formulir Model
LPSDK2- PILPRES

3. Formulir Model

LPSDK3- PILPRES

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye
Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye
Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non

Pemerintah

B. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/

DPRD KABUPATEN/KOTA

1 Formulir Model
LPSDK1-PARPOL

2. Formulir Model
LPSDK2-PARPOL

3. Formulir Model

LPSDK3-PARPOL

4. Formulir Model
LPSDK4-PARPOL

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye
Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye
Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye
Pencatatan Penerimaan Sumbangan Calon

Legislatif

5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan



2018, No. 974 10s-

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non

Pemerintah

C. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPD

1 Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LPSDK1-DPD Kampanye
2. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
LPSDK2-DPD Laporan Awal Dana Kampanye

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non

Pemerintah
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MODEL LPSDK3-PILFRES

LOGD PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAHKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON 1
TIM EAMPANYE TINGEAT PUSAT/PROVINSI/EABUPATEN/KOTA*) =

SURAT PEENYATAAN TANGGUNG JAWARE
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL ___ 8/D ]

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
Alamat
Nomor Identitas i
Jabatan : Calon Presiden

2. Nama
Alamat
Nomor [dentitas :
Jabatan : Calon Wakil Presiden

3. Nama
Alamat
Nomor Identitas i
Jabatan : Ketua Tim Kampanye

4. Nama
Alamat
Nomor Identitas i
Jabatan : Bendahara Tim Kampanye

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Presiden dan Wakil
Presiden periode tanggal sampai 3

MENYATAKAN dengan schenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon

2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yvang ditetaplan
Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _ Tahun
_ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakou.

3. Bahwa secluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta
yang sebenarnya.

4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran
dipergunakan” bukan darifuntuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
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peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang
melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON PRESIDEN* CALON WAKIL PRESIDEN*
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
KETUA TIM KAMPANYE® BENDAHARA TIM KAMPANYE®
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon:

Diisi dengan Nama Pasangan Calon

Diisi daerah nama tingatan Tim Kampanye Pasanga Calon.

Diisi dengan Periode pembukuan LPPDK.

Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
Ditandatangani olch Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai
tingkatannya.

*)  Pilih salah satu.

ahN=
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Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR :
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolechan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan scbenar-benarmya agar dapat
digunakan scbagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
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-

Nama Pasangan Calon : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA EAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NOMOR : 2

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompolk

Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomor Telepon/Telepon
Genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarmya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Pemyumbang



2018, No. 974 118

-

Nama Pasangan Calon : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA EAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR : 3
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama badan hukum
nonpemerintah
Alamat badan hukum
nonpemerintah

Nomor Akte pendirian
Nomor NPWF badan hukum
nonpemerintah

Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor Telepon/ Telepon
Genggam Aktif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarmnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-
Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Pemyumbang
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MODEL LPSDE3-FPARFOL
LOGO PARTAIL
PFOLITIK

NAMA PARTAI POLITIE !

FEMILITHAN UMUM CALON ANGGOTA DFR/DPRD PROVINSI/DFRD KABUPATEN/HKOTAT™)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH FROVINSI/KABUPATEN/KOTAY) 3

SURAT PEENYATAAN TANGGUNG JAWAE
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA HAMPANYE
TANGGAL __ S8/D_ =

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

Alamat
Nomor [dentitas

Jabatan : Ketua Umum/ Ketua®)
2. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan : Bendahara Umum/Bendahara®)

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye periode tanggal
sampai -

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik.

2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _ Tahun
__ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta
yvang scbenarnya.

4. Bahwa “scluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran
dipergunakan” bukan darifuntuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang
melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemmudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yvang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungjiawabkannya.
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Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

KETUA UMUM/KETUA?) BENDAHARA UMUM/BENDAHARA®)
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
2. Diisi dengan dacrah Pemilihan
3.

Diisi dengan Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
*)  Pilih salah satu
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LOGD PARTAI
POLITIEK

Nama Partai Politik I 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN

DANA EAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM
CALON ANGGOTA DPR/DPFRD PROVINSI/DFRD KABUPATEN/KOTA?®)

DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA®) 2
NOMOR : 3

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tempat/tanggal lahir

Umur

Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nomor Identitas
Nomor NFWP
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarmya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Diisi dengan Nama Partai Politik

Diisi dengan Nama daerah pemilihan

Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Pemyumbang

*} Pilih salah satu

L b
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LOGD PARTAI
POLITIK

Nama Partai Politik I 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA EAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM

CALON ANGGOTA DPR/DPFRD PROVINSI/DFRD KABUPATEN/KOTA?®)
DEWAN PIMPINAN PUSAT /DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN /KOTA") I

NOMOR : 3

Pada hari tanggeal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok

Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomor Telepon/Telepon
Genggam (aktif)

Nomor NFWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarmya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

|

Diisi dengan Nama Partai Politik
Diisi dengan Nama daerah pemilihan
Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Pemyumbang

*]  PFilih salah satu

L b=
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Nama Partai Politik : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH

CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA?)

DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA?®) 2
NOMOR : 3

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum

nonpemerintah

Alamat badan hukum

nonpemerintah

Nomor Akte pendirian
Nomor NPWP badan hukum
nonpemerintah

Nama Dircksi

Alamat Dircksi

Nomor Telepon/Telepon
Genggam Aktif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolechan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan scbenar-benarnya agar dapat
digunakan scbagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Anggota Partai Politik

2. Diisi dengan Nama dacrah pemilihan

3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

*)  Pilih salah satu
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MODEL LPSDK2-DPFD

PEMILITHAN UMUM CALON ANGGOTA DFD
PROVINSI 2

SURAT PEENYATAAN TANGGUNG JAWARB

ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL 5/D a

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Alamat :

Nomor Identitas :

Jabatan : Calon Anggota DPFD

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye periode tanggal
sampai -

MENYATAKAN dengan sebenar-benarmya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Calon Anggota DPD.

2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yvang ditetaplan
Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _ Tahun
_ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta
yang sebenarnya.

4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran
dipergunakan” bukan darifuntuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yvang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang
melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan vang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON ANGGOTA DPFD
tid.
-Nama Lenghkap-

Heterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Calon Anggota DPD:

1. Diisi dengan Nama Calon Anggota DPD.

2. Diisi dengan Nama Provinsi daerah Pemilihan.

3. Diisi dengan Perinde Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
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Nama Calon : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD

PROVINSI 2
NOMOR : 3
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat .

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nomor identitas

Nomor NPWP

Pekerjaan

Alamat pckerjaan

Jumlah sumbangan

Asal perolehan dana $

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam kecadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan scbenar-benarnya agar dapat
digunakan scbagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan nama Anggota DPD

2. Diisi dengan nama provinsi daecrah pemilihan

3. Diisi dengan nomor surat pernyataan penyumbang



_135. 2018, No. 974

e

Nama Calon : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA EAMPANYE PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD

PROVINSI 2

NOMOR : 3

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama kelompok

Alamat kelompok

Nomor identitas pimpinan
kelompok

Nomor telepon/telepon
genggam [(aktif)

Nomor NPFWP

Nama pimpinan kelompok
Alamat pimpinan kelompok
Jumlah sumbangan

Asal perolehan dana
Status kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarmya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Eeterangan:

1. Diisi dengan nama Anggota DPD

2. Diisi dengan nama provinsi daerah pemilihan

3. Diisi dengan nomor surat pernyataan penyumbang
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[ LOGO CALON

Nama Calon : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN
BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA EAMPANYE PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD

PROVINSI -
NOMOR : 3
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama badan usaha non
pemerintah
Alamat badan wusaha non
pemerintah

Nomor akta pendirian
Nomor NPWF badan usaha
non pemerintah

Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nama pPeMegaAng saham
mayoritas

Alamat pemegang saham
mayoritas

Jumlah sumbangan

Asal perolehan dana

Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarmya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Anggota DPFD

2. Diisi dengan Nama Provinsi daerah pemilihan

3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Pemyumbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REFUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF EUDIMAN
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LAMPIRAN III

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

A. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Formulir Model : Asersi atas Laporan Penerimaan dan
LPPDK1-PILPRES Pengeluaran Dana Kampanye

2. Formulir Model : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
LPPDK2-PILPRES Dana Kampanye

3. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
LPPDK3-PILPRES Kampanye

4. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LPPDK4-PILPRES Kampanye

5. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana
LPPDKS-PILPRES Kampanye

6. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye

LPPDK6-PILPRES

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non
Pemerintah

B. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD

KABUPATEN/KOTA
1. Formulir Model : Asersi atas Laporan Penerimaan dan
LPPDK1-PARPOL Pengeluaran Dana Kampanye
2. Formulir Model : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

LPPDK2- PARPOL Dana Kampanye
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10.

Formulir Model
LPPDK3- PARPOL
Formulir Model
LPPDK4- PARPOL
Formulir Model
LPPDKS5- PARPOL
Formulir Model
LPPDK6- PARPOL
Formulir Model
LPPDK7- PARPOL

-138-

2-

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye;
Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye
Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana
Kampanye;

Daftar Saldo Dana Kampanye

Pencatatan Penerimaan dan
Pengeluaran Calon Legislatif

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non

Pemerintah

C. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD
KABUPATEN/KOTA

1.

Formulir Model
LPPDK1-DPD
Formulir Model
LPPDK2- DPD
Formulir Model
LPPDK3- DPD
Formulir Model
LPPDK4- DPD
Formulir Model
LPPDKS5- DPD

: Asersi atas Laporan Penerimaan dan

Pengeluaran Dana Kampanye

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye

Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye

Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana
Kampanye

Daftar Saldo Dana Kampanye

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non

Pemerintah



-139-

2018, No. 974

| MODEL LPPDK1-PILPRES

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama

Alamat

Alamat domisili

Nomor Identitas :

Jabatan : Calon Presiden

[ S]

. Nama
Alamat
Alamat domisili
Nomor Identitas :

Jabatan : Calon Wakil Presiden

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ...

Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

PERATURAN PAYOR/
NO. HAL UNSUR KEPATUHAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
A. UMUM
) B Cakupan Kami menyampaikan laporan |1. Undang-Undang
Laporan LPPDK (paling lambat 15 (lima Nomor 7 Tahun
belas) Hari setelah pemungutan 2017 tentang

suara paling lambat 18.00 waktu
sctempat) kepada KAP yang telah
ditunjuk olech KPU Provinsi/KIP
Acch®), dilengkapi dengan :

a. Formulir Model LPPDK]1-
PILPRES;

b. Formulir Model LPPDK2-
PILPRES;

c. Formulir Model LPPDK3-
PILPRES;

d. Formulir Model LPPDK4-
PILPRES;

e¢. Formulir Model LPPDKS-
PILPRES;

f. Formulir Model LFPDK6-
PILPRES;

g- surat pernyataan penyumbang
pihak lain perscorangan;

h. surat pernyataan penyumbang

pihak lain kelompok;

2. Peraturan

Pemilihan Umum

KPU
Nomor Tahun
2018 tentang Dana
Kampanye Pemilihan

Umum
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NO.

PERATURAN

PATUH/
TIDAK
PATUH

i. surat pernyataan penyumbang

pihak lain Badan Usaha Non

Pemerintah;

copy bukti tagihan/utang;

k. bukti-bukti transaksi
pencrimaan dan transaksi

[

pengeluaran; dan
. pembukuan Dana Kampanye
pihak lain.

Dilampiri dengan :
a. LADK yang dilengkapi dengamn :
1) Formulir Model LADK]1-
PILPRES;
2) Formulir Model LADK2-
PILPRES;
3j Formulir Model LADK3-
PILPRES;
4 Formulir Model LADK4-
PILPRES;
5) Formulir Model LADKS-
PILFRES; dan
6) Formulir Model LADKG-
PILPRES.

b. LPSDK yang dilengkapi dengan :
1) Formulir Model LPSDKI1-
PILPRES;
2) Formulir Model LPSDHK2-
PILPFRES; dan
3) Formulir Model LPSDK3-
PILFRES

Periode
Pencatatan
dan
Pelaporan

Kami melakukan pencatatan
penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye dimulai sejak 3 (tiga)
Hari setelah ditetapkan sebagai
Peserta Pemilu dan ditutup 7
({tujuh) Hari sebelum penyampaian
LPPDK Pemilu kepada KAP yang
ditunjuk KPU.
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NO.

PERATURAN

PATUH/
TIDAK
PATUH

PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE

REDK

Kami menempatkan Dana
Kampanye berupa uang pada
Rekening Khusus Dana Kampanye
atas Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden pada bank umum.

Batasan
Maksimum

Sumbangan

Kami mematuhi jumlah
penerimaan sumbangan (mencakup
uang, barang, dan/atau jasa yang
dikonversikan dengan nilai uang,
termasuk hutang dan diskon
pembelian barang atau jasa yang
melebihi batas kewajaran transaksi
jual beli secara umum) yang
dilaporkan dalam LADK, LPSDK
dan LPPDK tidak melebihi jumlah

di bawah ini;

a) Rp25.000.000.000,00 (Dua
Pulih Lima Milyar Rupiah]
uniuk sumbangan VANE
berasal dari Partai Politik atan
Gabungan Partai Politik;

b) Rp2.300.000.000,00 {Dua
Milyar Lima Ratus Juta
Rupiah] wuntuk sumbangan
pihak lain perseorangan; dan

c] Rp25.000.000.000,00 (Dua
Puluh Lima Milyar Rupiah]
unituk penyumbang kelompok
dan/atau Badan Usaha Non
Pemerintah.

Ketepatan
Wakitu
Pelaporan
LADEK ke KPU

Kami mematuhi penyerahan LADK
sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan wyaitu 1 (satu) Hari
sebelum masa Kampanye paling
lambat pukul 18.00 waktu
setempat.
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NO.

PERATURAN

PATUH/
TIDAK
PATUH

2

Ketepatan
Waktu
Pelaporan
LPSDK ke
KPU

Kami mematuhi penyerahan LPSDK
sesuai dengan jadwal sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan KPU
tentang tahapan, program, dan
jadwal disampaikan kepada KPU/
Provinsi/KIP AcehfKPU/KIP
Kabupaten fKota]*) sesuai dengan
tingkatannya paling lambat pukul
18.00 waktu setempat.

Ketepatan
Waktu setor
ke kas

NEegara

Apabila terdapat sumbangan yang
dilarang maka kami mematuhi
ketentuan sebagai berikut:

a) dilarang menggunakan
sumbangan tersebut;

b) menyetorkan sumbangan yang
dilarang ke kas Negara*; dan

c) melaporkan sumbangan yang
dilarang.

* Apabila terdapat hal tersebut di
atas Kami menyerahkan bukti
lapor kepada KPU dan bukti
Surat Setoran Penentuan
Peneriman Negara Bukan Pajak
["S5PFNBP7).

LADK DAN LPSDK

Periode
Laporan
Penerimaan
dan

Pengeluaran

Kami mematuhi lingkup waktu
pencatatan penerimaan dan
Pengeluaran LADK wyaitu lingkup
waktu pencatatan penerimaan dan
Pengeluaran LADK VANE
dilaporkan, dimulai sejak
pembukaan RKDK dan ditutup 1
|=satu) Hari sebelum masa
Kampanye.

Kami mematuhi lingkup waktu
pencatatan penerimaan LPSDEK
yaitu lingkup waktu pencatatan
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-5-
PATUH
PERATURAN /
NO. HAL UNSUR KEPATUHAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
penerimaan yang dilaporkan,
pembukuannya dimulai dari masa
Kampanye dan ditutup 1 (satu)
Hari sebelum laporan penerimaan
sumbangan disampaikan kepada
KPU/KPU Provinsi/KIP Acch atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai
dengan tingkatannya.
7. Pembukaan Kami membuka Rekening Khusus
RKDKP Dana Kampanye:
Nama Bank a) pada bank umum yang
mempunyai perwakilan di
Provinsi dan/atau kabupaten
/kota di seluruh wilayah
Indonesia; dan
Nama b) atas nama Pasangan Calon
Pemilik Presiden dan Wakil Presiden.
RKDKP
Catatan:
1) Rekening Khusus Dana
Kampanye terpisah  dari
reckening pribadi Pasangan
Calon Presiden dan Wakil
Presiden: dan
2) pengelola Rekening Khusus
Dana Kampanye adalah Tim
Kampanye Calon Presiden
dan Wakil Presiden.
8. Cakupan Kami menyusun LADK yang
LADK memuat informasi:

a) saldo awal atau saldo
pembukaan;
b) jumlah perhitungan

penerimaan dan pengeluaran
yang diperoleh scbelum
penyerahan LADK;

c) saldo per penutupan
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B
PATUH/
NO. HAL UNSUR KEPATUHAN PERA o TIDAK
TERKAI PATUH
1 2 3 4 5

pembuluan LADK; dan

d} Nomor Pokok Wajib Pajak
Peserta Pemilu.

9. Cakupan Kami menyusun LPSDK vyang
LPSDK memuat pembukuan penerimaan
sumbangan Dana Kampanye yang
diterima Pasangan Calon Presiden
dan Walil Presiden sctelah
pembuluan LADK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

fu-—— CALON ANGGOTA PILPRES

J

ttd.
-Nama Lengkap-

N

\

Keterangan:
*) Pilih salah satu.
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| MODEL LPPDK2-PILPRES

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON =,
TIM EAMPANYE TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"|

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode s/d =3

Nomor Rekening Khusus | )

Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan

A. Penerimaan*

L. Pasangan Calon®

2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
(Total Penerimaan) ®

Sumbangan Pihak Lain Perscorangan’

el e

Sumbangan Pihak Lain Kelompok®

w

Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non
Pemerintah®

0. Lain-lain '

a. Lain-lain Komitmen!os

b. Bunga Bank'™™

B. Pengeluaran'*

L. Pengeluaran Operasit?

Pertemuan terbatas®

d. Pertemuan tatap muka'4

Pembuatan /Produksi iklan di media massa
cetak dan media massa clektronik'»

f. Pembuatan desain alat peraga kampanye'®

g. Penycbaran bahan kampanye kepada
umum!7?

h. Rapat Umum!'"

i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang-
undangan’®

j. Lain-lain®

&)

Pengeluaran Modal®!

a. Pembelian Kendaraan2

b. Pembeclian Peralatan *°

c. Lain-lain®*

3. Pengeluaran Lain-Lain®®

a. Pemberian Piutang™
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Nomor Uraian Rp | Unit KHeterangan
b. Pembayaran Utang27
C. SALDO PER an
Kas di Rekening Khusus™
Kas di Bendahara»®
Barang*!
Tagihan kepada L
Utang™*
CALON PRESIDEN=* CALON WAHKIL PRESIDEN=>
td. - B ttd.
-Nama Lenglkap- -Nama Lenghkap-
KETUA TIM EAMPANYE™®® BENDAHARA TIM EAMPANYE?*®
ttd. i ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lenghkap-

Heterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

2. Diisi dengan Periode Pembukuan LPPDE.

3. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.

4. Total Penerimaan sumbangan Dana Kampanye.

5. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari Pasangan
Calon.

6. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon.

7. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan
kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak
lain perseorangan tersebut.

8. Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain
kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial,
kelompok keagamaan dll.

9. Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain badan
usaha non pemerintah.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang

tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

a. DOiisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

b. Oiisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank
kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank.




11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

21.

24.

23.

BEYE

31.
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Total pengeluaran Dana Kampanye.

Diisi dengan pengeluaran yang bersifat operasional kegiatan kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-
lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap
muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/rmangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain
pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya
produksi] iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biayva jasa pembuatan desain
alat peraga Kampanye scbagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur
tentang Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan
pembuatan bahan Kempanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon
didasarkan pada Peraturan KPU yvang mengatur tentang Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yvang terkait dengan biaya untuk rapat umum
meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto
copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran
terkait dengan aktivitas rapat terbatas [periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-
undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan [pentas seni, panen
raya, konser musik], kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan
sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melahii
media sosial.

. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan

tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga,
penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan
aktiva tetap.

. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah

kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah

peralatan  tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti
komputer, inventaris dan lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-
lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal.

. Diisi dengan jumlah uangbarang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.

. Diisi dengan jumlah vang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.

. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya periode pelaporan.

. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pads nomor rekening tersebut per

tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDE.

. Diisi dengan jumlah uang (Rp] yang ada sclain pada Rekening Khusus Dana

Kampanye beserta jumlahnya [jumlah kas per tanggal berakhirnya periode
pelaporan LPPDE].

Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per
tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDEK].
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32. Diisi dengan jumlah wang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal
berakhirnya periode pelaporan LPPDE.

33. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya
periode pelaporan LPPDK.

34. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.

35. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai
tingkatannya.

*} Filih salah satu.
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LOGD PASANGAN
CALON

s
-

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA EAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR : 2

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

Tempat/tanggal lahir
Umur

Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nomeor Identitas
Nomor NPFWP
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarmya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lenghkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Pemyumbang
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Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA EAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NOMOR : 2

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompolk

Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomor Telepon/Telepon
Genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarmya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Pemyumbang
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SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA EAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR : 2
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Badan Usaha MNon
Pemerintah

Alamat Badan Usaha MNon
Pemerintah

Nomor Akte pendirian
Nomor NPWF Badan Usaha
Non Pemerintah

Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor Telepon/ Telepon
Genggam Aktif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

2018, No. 974

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarmnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan:

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Pemyumbang
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MODEL LFFDE1-PARPOL

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

NAMA PARTAI POLITIK

DEWAN PIMPINAN PUSAT /DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama
Alamat
Alamat domisili
Nomor Identitas :
Jabatan : Ketua Umum / Ketua®)

2. Nama
Alamat
Alamat domisili
Nomor Identitas

Jabatan : Bendahara Umum /Bendahara*)

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPFRD
Kabupaten / Kota*),

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum MNomor ...
Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

PERA PATUH/
NO. HAL UNSUR KEPATUHAN TERKAIT TIDAK
PATUH
2 3 4 5
A. UMUM
1. Cakupan Kami menyampaikan laporan |1. Undang-Undang
Laporan LPPDK |(paling lambat 15 (lima MNomor T Tahun
belas) Hari setelah pemungutan 2017 tentang
suara paling lambat 18.00 wakiu Pemilihan Umum
setempat] kepada KAP yang telah 5 Peraturan KPP
ditunjuk oleh KPU/KPU Momor ... Tahun
Provinsi/KIP Aceh*), dilengkapi 2015 tentang Dana
dengan : Kampanye Pemilihan
a. Formulir Model LFFDEK]1- Umum
PARPOL;
b. Formulir Model LFFDEK2-
PARPOL;
c. Formulir Model LFFDEK3-
FARPOL;
d. Formulir Model LFFDEK4-
FARPOL;




No. 974

2018
-163- ’
-2
PATUH/
NO. UNSUR KEPATUHAN pm TIDAK
PATUH
1 3 4 5

ec. Formulir Model LPPDKS-
PARPOL;

f. Formulir Model LPPDK6-
PARPOL;

g. Formulir Model LPPDK7-
PARPOL;

h. Surat pernyataan penyumbang
pihak lain perscorangan;

i. Surat pernyataan penyumbang
pihak lain kelompok;

j. Surat pernyataan penyumbang

pihak lain badan usaha non
pemerintah;

k. Copy bukti Tagihan /Utang;

1. Bukti-bukti Transaksi
Penerimaan dan Transaksi
Pengeluaran; dan

m. Pembukuan Dana Kampanye
Pihak Lain.

Dilampiri dengan :
a. LADK yang dilengkapi dengan :
1) Formulir Model LADK1-
PARPOL;
2) Formulir Model LADK2-
PARPOL;
3) Formulir Model LADK3-
PARPOL;
4) Formulir Model LADKS-
PARPOL;
5) Formulir Model LADKS-
PARPOL;
6) Formulir Model LADKG6-
PARPOL; dan
7) Formulir Model LADK7-
PARPOL.
b. LPSDK yang dilengkapi dengan :
1) Formulir Model LPSDKI1-

PARPOL;

2) Formulir Model LPSDK2-
PARPOL;

3) Formulir Model LPSDK3-
PARPOL:dan

4) Formulir Model LPSDK4-
PARPOL.
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NO.

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN
TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

2

3

Periode
Pencatatan
dan
Pelaporan

Kami melakukan pencatatan
penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye dimulai sejak 3 (tiga)
Hari setelah ditetapkan sebagai
Peserta Pemilu dan ditntuap 7
({tujuh) Hari sebelum penyampaian
LPPDK Pemilu kepada KAP yang
ditunjuk KPU/KPU Provinsi/KIP
Aceh®).

PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE

REDK

Kami menempatkan Dana
Kampanye berupa uang pada
Rekening Khusus Dana Kampanye
atas nama Partai Politik Peserta
Pemilu pada bank umum.

Batasan
Maksimum
Sumbangan

Kami mematuhi jumlah
penerimaan sumbangan (mencakup
uang, barang, dan/atau jasa yang
dikonwversikan dengan nilai uang,
termasuk hutang dan diskon
pembelian barang atau jasa yang
melebihi batas kewajaran transaksi
jual beli secara umum) yang
dilaporkan dalam LADEK, LPSDK,
dan LPPDK tidak melebihi jumlah
di bawah ini;

a) Rp23.000.000.000,00 (Dua
Puluh Lima Milyar Rupiah]
unituk sumbangan dari Partai
Politik;

b] Rp2.500.000.000,00 |(Dua
Milyar Lima Ratus Juta
Rupiah) wuntuk sumbangan
pihak lain perseorangan; dan

c] Rp23.000.000.000,00 (Dua
Puluh Lima Milyar Rupiah]
unituk penyumbang kelompok
dan/atau Badan Usaha Non

Pemerintah.

Ketepatan
Wakiu
Pelaporan

Kami mematuhi penyerahan LADK
sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan wyaitu 1 (satu) Hari
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PATUH
PERATURAN /
NO. HAL UNSUR KEPATUHAN T TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
LADK ke sebelum masa Kampanye paling
KPU/KPU lambat pukul 18.00 waktu
Provinsi/KIP | setempat.
Acch/KPU/
KIFP
Kabupaten/
Kota
Ketepatan Kami mematuhi penyerahan LPSDK
Wakitu sesuai dengan jadwal sebagaimana
Pelaporan ditetapkan dalam Peraturan KPU
LPSDK ke tentang tahapan, program dan
KPU /KPU jadwal disampaikan kepada KPU,
Provinsi/KIF | KPU Provinsi/KIP  Aceh, dan
Aceh/KPU/} KPU/KIP Kabupaten/Kota paling
KIP lambat pukul 18.00 waktu
Kabupaten f setempat.
Kota
Ketepatan Apabila terdapat sumbangan yang
Waktu setor dilarang maka kami mematuhi
ke kas ketentuan sebagai berikut:
negara a) dilarang menggunakan
sumbangan tersebut;
b) menyetorkan sumbangan yang
dilarang ke kas Megara*; dan
c) melaporkan sumbangan yang
dilarang,.
* Apabila terdapat hal tersebut di
atas Kami menyerahkan bukti
lapor kepada KPU, KPU
Provinsi/KIF Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten /Kota serta bukti
Surat Setoran Penentuan
Peneriman Negara Bukan Pajak
"SSPNBF7).
C. LADK DAN LPSDK
6. Periode Kami mematuhi lingkup wakiu
Laporan pencatatan penerimaan dan
Penerimaan Pengeluaran LADK wyaitu lingkup
dan wakitu pencatatan penerimaan dan

Pengeluaran

LADK
dimulai

Pengeluaran VANE
dilaporkan,

pembukaan REKDK dan ditutup 1

sejak
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NO.

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN
TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

|=satu) Hari sebelum masa
Kampanye.

Kami mematuhi lingkup waktu
pencatatan penerimaan LPSDK
yaitu lingkup waktu pencatatan
penerimaan Vang dilaporkan,
pembukuannya dimulai dari masa
Kampanye dan ditutup 1 [satu)
Hari sebelum laporan penerimaan
sumbangan disampaikan kepada
KPU, KPU Provinsi/KIF Aceh, dan
KPU/KIP Kabupaten /Kota.

Pembukaan
REKDK

Nama Bank

Nama
Pemilik
REDK

Kami membuka Rekening Khusus
Dana Kampanye:

a) pada bank LLITILLITY VANE
mempunyai perwakilan di
Provinsi danj/atau kabupaten
fhota di seluruh  wilayah
Indonesia; dan

b) atas nama Partai Politik
Peserta Pemilu Tingkat
Pusat/ Tingkat Provinsi/
Tingkat Kabupaten/ Kota
sesuai tingkatan.

Catatan:

1) Rekening Khusus Dana
Kampanye terpisah  dari
rekening Partai Politik;

2) pengelola Rekening Khusus
Dana Kampanye  adalah
pengurus Partai Politik
Peserta Pemilu.

Cakupan
LADK

Kami Mmenyusun LADK  vyang
memuat informasi:

a) saldo awal atau saldo
pembukaan;

b} jumlah perhitungan
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PATUH/
NO. HAL UNSUR KEPATUHAN PERAWR:“ TIDAK
TSRRAL PATUH
1 2 3 3 5

penerimaan dan pengeluaran
Vang diperoleh sebelum
penyerahan LADK;

c) s=saldo per penutupan
pembukuan LADK; dan

d} MNomor Pokok Wajib Pajak

Peserta Pemilu.

9. Cakupan
LPSDK

Kami menyusun LPSDK vyang
memuat pembukuan penerimaan
sumbangan Dana Kampanye yang
diterima Partai Politik Peserta
Pemilu setelah pembukuan LADK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA UMUM/KETUA®|

Cap

ttd. ' j)
-Nama Lengkap-

Ketcrangan:

*) Filih salah satu.

ttd.
-Nama Lengkap-

BENDAHARA UMUM/BENDAHARAY)
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I MODEL LFFDE2-PARPOL l

LOGD PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIE
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DFR/DPRD PROVINSI/DPRD
HABUPATEN/EOTA®)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH FPROVINSI/KABUPATEN/KOTA®)

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA EAMPANYE

Periode _____ s/d
Nomor Rekening Khusus .
Nomor Uraian Rp Unit Heterangan

A Penerimaan®
Partai Politike

ba

Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan)”

Sumbangan Pihak Lain Perseorangan®

=l W

Sumbangan Pihak Lain Kelompok
Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non
Pemerintah:

&. Lain-lain '

e

a. Lain-lain Komitmen!-

b. Bunga Bank''®

B. Pengeluaran'?

L. Pengeluaran Operasit?

c. Pertemuan terbatas'

d. Pertemuan tatap muka!s

e. Pembuatan/Produksi iklan di media massa
cetakk dan media massa elektronik™

Pembuatan desain alat peraga kampanye!?

E. Penyebaran bahan kampanye kepada
LTI LB

h. Rapat Umum'®

i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang
undangan?

j- Lain-lain®!

e Pengeluaran Modal®?

a. Pembelian Kendaraan22

b. Pembelian Peralatan **

c. Lain-lain=:

3. Pengeluaran Lain-Lain2e
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Nomor Uraian Rp Unit Keterangan

a. Pemberian Plutang?’

b. Pembayaran Utang®

C. SALDO PER 0

Kas di Rekening Khusus*©

Kas di Bendahara™'

Barang*?
Tagihan kepada u:
Utang>*
KETUA UMUM/KETUA®) BENDAHARA UMUM/BENDAHARA®)
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
Keterangan :

Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.

Diisi dengan nama dacrah pemilihan

Diisi dengan Periode Pembukuan LPPDK.

Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
Total Penerimaan sumbangan Dana Kampanye.

Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu.
Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari para calon anggota legislatif.

L B I R R R

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain perscorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan
kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh
pihak lain perscorangan tersebut.

9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain kelompok, scperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok
organisasi sosial, kelompok keagamaan dll

10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain badan usaha non pemerintah.

11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain

yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan
akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
b. Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank
kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank.
12. Total Pengeluaran Dana kampanye.
13. Jumlah pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.
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14.

135,

16.

17.

18.

19.

20.

21

22,

23.

24,

235,

26.

27.

28.

29,
30.

-170-

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biayva
produksi] iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan
desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang
mengatur tentang Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran
dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan
Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum
meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain
pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
yvang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-
undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan [pentas seni,
panen raya, konser musik), kegiatan olah raga [gerak jalan santai, sepeda
santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan
Kampanye melalui media sosial.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat
peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, secperti biaya
administrasi bank.

Total Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk HKampanye
terkait dengan aktiva tetap.

Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti
komputer, inventaris dan lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
maodal.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.

Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal KPL.

Diisi dengan jumlah dana/uang yvang ada pada nomor rekening tersebut per
tanggal berakhirmya periode pelaporan LPPDE.
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Diisi dengan jumlah uwang (Rp] yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya periode
pelaporan LPFDE).

Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
|per tanggal berakhirnya periode pelaporan LFPDE].

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal berakhirmya periode pelaporan LFPDE.

Diisi dengan jumlah hutang berupa wang/barang/jasa per tanggal berakhimya
pericde pelaporan LPPDE.

Filih salah satu
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LOGO PARTAI
POLITIK

Nama Partai Politik : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM

CALON ANGGOTA DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)

DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) 2
NOMOR : 3

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tempat/tanggal lahir

Umur

Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan

Alamat Pckerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan scbenar-benarnya agar dapat
digunakan scbagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

|

Diisi dengan Nama Partai Politik
Diisi dengan Nama dacrah pemilihan
Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

*) Pilih salah satu

L
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LOGO PARTAI
POLITIK

Nama Partai Politik 3 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM

CALON ANGGOTA DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota*)

DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¥) 2
NOMOR : 3

Padahari_____ tanggal _____yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok

Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan

kelompok

Nomor Telepon/Telepon
Genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Partai Politik

2. Diisi dengan Nama daerah pemilihan

3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
*)  Pilih salah satu
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LOGO PARTAI
POLITIK

Nama Partai Politik

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH

CALON ANGGOTA DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota*)

DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¥)

NOMOR :

Padahari_____ tanggal

Nama Badan Usaha Non
Pemerintah

Alamat Badan Usaha Non
Pemerintah

Nomor Akte pendirian
Nomor NPWP Badan Usaha
Non Pemerintah

Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor Telepon/Telepon
Genggam Aktif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa

3

_____yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

2018, No. 974

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Partai Politik
2. Diisi dengan Nama daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

*)  Pilih salah satu

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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CALON ANGGOTA DPD

PROVINSI:

| MODEL LPPDK1-DPD |

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
Alamat

Alamat domisili
Nomor Identitas

Jabatan

: Calon Anggota DPD

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ...
Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Aceh®), dilengkapi dengan :

. Formulir Model LPPDK1-DPD;

. Formulir Model LPPDK2-DPD;
Formulir Model LPPDK3-DPD;

. Formulir Model LPPDK4-DPD;
Formulir Model LPPDK5-DPD;
Surat pernyataan penyumbang
pihak lain perseorangan;

;o oo oD

g. Surat pernyataan penyumbang
pihak lain kelompok;

h. Surat pernyataan penyumbang
pihak lain badan usaha non
pemerintah;

i Copy bukti Tagihan/Utang;

j. Bukti-bukti Transaksi

Penerimaan dan Transaksi
Pengeluaran; dan

k. Pembukuan Dana Kampanye
Pihak Lain.

2015 tentang Dana
Kampanye Pemilihan
Umum

PERATURAN EATURY
NO. HAL UNSUR KEPATUHAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
A. UMUM
1. | Cakupan Kami menyampaikan laporan (1. Undang-Undang
Laporan LPPDK (paling lambat 15 (lima| Nomor 7 Tahun
belas) Hari setelah pemungutan | 2017 tentang
suara paling lambat 18.00 waktu| Pemilihan Umum
setempat) kepada KAP yang telah ParatiaiETh KPU
ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP
Nomor Tahun
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NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN
TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

4

Dilampiri dengan :
a. LADK yang dilengkapi dengan :
1) Formulir Model LADK1-DPD;

) Formulir Model LADK2-DPD;

3) Formulir Model LADK3-DPD;
) Formulir Model LADK4-DPD;

dan

5) Formulir Model LADKS-DPD.

b. LPSDK yang dilengkapi dengan :
1) Formulir Model LPSDKI1-
DPD; dan
2) Formulir Model LPSDK2-
DPD.

Periode
Pencatatan
dan
Pelaporan

Kami melakukan pencatatan
penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye dimulai sejak 3 (tiga)
Hari setelah ditetapkan sebagai
Peserta Pemilu dan ditutup 7
(tujuh) Hari sebelum penyampaian
LPPDK Pemilu kepada KAP yang
ditunjuk KPU Provinsi/KIP Aceh?*).

PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE

RKDK

Kami menempatkan Dana
Kampanye berupa uang pada
Rekening Khusus Dana Kampanye
atas nama Calon Anggota DPD
pada bank umum.

Batasan
Maksimum
Sumbangan

Kami mematuhi jumlah
penerimaan sumbangan (mencakup
uang, barang, dan/atau jasa yang
dikonversikan dengan nilai uang,
termasuk hutang dan diskon
pembelian barang atau jasa yang
melebihi batas kewajaran transaksi
jual beli secara umum) yang
dilaporkan dalam LADK, LPSDK,
dan LPPDK tidak melebihi jumlah
di bawah ini:
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a) dilarang menggunakan
sumbangan tersebut;

b) menyetorkan sumbangan yang
dilarang ke kas Negara*; dan

¢) melaporkan sumbangan yang
dilarang.

* Apabila terdapat hal tersebut di
atas Kami menyerahkan bukt
lapor kepada KPU Provinsi/KIP
Aceh dan bukti Surat Setoran
Penentuan Peneriman Negara
Bukan Pajak ("SSPNBP”).

-188-
-3-
NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATU P'I‘:[’II;IAHI{{/
’ TERKAIT
PATUH
1 2 3 4 5
a) Rp750.000.000,00 (Tujuh
Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
untuk sumbangan pihak lain
perseorangan; dan
b) Rp1.500.000.000,00 (Satu
Milyar Lima Ratus Juta
Rupiah) untuk penyumbang
kelompok dan/atau Badan
Usaha Non Pemerintah.
5. | Ketepatan Kami mematuhi penyerahan LADK
Waktu sesuai dengan waktu yang telah
Pelaporan ditetapkan yaitu 1 (satu) Hari
LADK ke KPU | sebelum masa Kampanye paling
Provinsi/KIP | lambat  pukul 18.00 waktu
Aceh setempat.
Ketepatan Kami mematuhi penyerahan LPSDK
Waktu sesuai dengan jadwal sebagaimana
Pelaporan ditetapkan dalam Peraturan KPU
LPSDK ke tentang tahapan, program dan
KPU/KPU jadwal disampaikan kepada KPU
Provinsi/KIP | Provinsi/KIP Aceh paling lambat
Aceh pukul 18.00 waktu setempat.
Ketepatan Apabila terdapat sumbangan yang
Waktu setor | dilarang maka kami mematuhi
ke kas ketentuan sebagai berikut:
negara
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-4-
NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATU P'I‘:[’II;IAH-II{/
’ TERKAIT
PATUH
2 3 4 5
C. LADK DAN LPSDK
6. | Periode Kami mematuhi lingkup waktu
Laporan pencatatan penerimaan dan
Penerimaan | Pengeluaran LADK yaitu lingkup
dan waktu pencatatan penerimaan dan
Pengeluaran | Pengeluaran LADK yang
dilaporkan, dimulai sejak
pembukaan RKDK dan ditutup 1
(satu) Hari sebelum masa
Kampanye.
Kami mematuhi lingkup waktu
pencatatan  penerimaan LPSDK
yaitu lingkup waktu pencatatan
penerimaan yang dilaporkan,
pembukuannya dimulai dari masa
Kampanye dan ditutup 1 (satu)
Hari sebelum laporan penerimaan
sumbangan disampaikan kepada
KPU Provinsi/KIP Aceh.
7. | Pembukaan | Kami membuka Rekening Khusus
RKDK Dana Kampanye:
Nama Bank a) pada bank umum yang
mempunyai perwakilan  di
Provinsi dan/atau kabupaten
/kota di seluruh wilayah
Indonesia; dan
Nama b) atas nama Calon Anggota DPD.
Pemilik Catatan:
RKDK
1) Rekening Khusus Dana
Kampanye terpisah dari
rekening  pribadi  Calon
Anggota DPD; dan
2) pengelola Rekening Khusus
Dana Kampanye adalah
Calon Anggota DPD.
8. | Cakupan Kami menyusun LADK yang
LADK memuat informasi:
a) saldo awal atau saldo
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pembukuan LADK; dan

d) Nomor Pokok Wajib Pajak
Peserta Pemilu.

-190-
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NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATU P’lﬁll‘)tAnI{{/
’ TERKAIT
PATUH
1 2 3 4 5
pembukaan;
b) jumlah perhitungan
penerimaan dan pengeluaran
yang diperoleh sebelum
penyerahan LADK;
c) saldo per penutupan

9. | Cakupan
LPSDK

Kami menyusun LPSDK yang
memuat pembukuan penerimaan
sumbangan Dana Kampanye yang
diterima Calon Anggota DPD
setelah pembukuan LADK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Keterangan:
* Pilih salah satu.

ttd.
-Nama Lengkap-
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|] MODEL LPPDK2-DPD I

[ LOGO CALON ]

NAMA CALON i
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
PROVINSI 2

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode  s/d 3
Nomor Rekening Khusus : 4
Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan
A. Penerimaan®
L. Calon Anggota DPD6
2. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan?
3. Sumbangan Pihak Lain Kelompoks3
4. Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non

Pemerintah?®

S. Lain-lain 10

a. Lain-lain Komitmen10a
b. Bunga Bank10b

Pengeluaran!!

L. Pengeluaran Operasil?

¢. Pertemuan terbatas!®

d. Pertemuan tatap mukal4

e. Pembuatan/Produksi iklan di media massa
cetak dan media massa elektronik?!5

Pembuatan desain alat peraga kampanye!6

g. Penyebaran bahan kampanye kepada
umum?!?

h. Rapat Umum?!®

i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang
undangan!?®

j. Lain-lain2°

2. Pengeluaran Modal2!

a. Pembelian Kendaraan?2?

b. Pembelian Peralatan 23

¢. Lain-lain24

3. Pengeluaran Lain-Lain?s

a. Pemberian Piutang?6

b. Pembayaran Utang??
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-192-

Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan

SALDO PER 28

Kas di Rekening Khusus??

Kas di Bendaharas3®

Barang3!
Tagihan kepada 32
Utang33
CALON ANGGOTA DPD
ttd.
-Nama Lengkap-
Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1

N o a &> e N

10.

11.
12.

Diisi nama Calon Anggota DPD.

Diisi dengan nama Provinsi daerah pemilihan.

Diisi dengan Periode Pelaporan LPPDK.

Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye.

Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari calon anggota DPD.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan
kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak
lain perseorangan tersebut.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain
kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial,
kelompok keagamaan dll.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain badan
usaha non pemerintah.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang
tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

b. Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank
kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank

Total pengeluaran Dana Kampanye.

Diisi dengan pengeluaran yang bersifat operasional kegiatan kampanye.




13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

Zls

22,

23.

24.

25.

26.
27
28.
29:
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Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-
lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap
muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain
pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya
produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain
alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur
tentang Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan
pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon
didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum
meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto
copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran
terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
vang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-
undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen
raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan
sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui
media sosial.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan
tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga,
penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.

Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan
aktiva tetap.

Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti
komputer, inventaris dan lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-
lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.

Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per
tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.

2018, No. 974
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Keterangan :
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Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1.

2
3.
4

10.

11.

12.

13.

Diisi dengan nama Calon anggota DPD
Diisi dengan nama Provinsi daerah pemilihan

Diisi dengan Periode pelaporan LPPDK

Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uan
dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Ind
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :

a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan
b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :

a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan
b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang
diterima.

Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil p
Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jas:
Penerimaan yang berasal dari Calon anggota DPD yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan p
Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorange
a. Diisi dengan nama penyumbang

b. Diisi dengan alamat penyumbang

c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan No identitas penyumbang

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok s
a.Diisi dengan nama kelompok penyumbang

b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang

c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin
kelompok

Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas
a. Diisi dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang

b. Diisi dengan alamat penyumbang

c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan Usaha Non Pemerinte
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah

Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Calon
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[ LOGO CALON }

Nama Calon : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD

PROVINSI 2

NOMOR : 3
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/telepon

genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Anggota DPD

2. Diisi dengan Nama Provinsi daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
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[ LOGO CALON }

Nama Calon : 1

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD

PROVINSI 2
NOMOR : 3
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok
Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomor  Telepon/Telepon
Genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan
Kelompok

Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:
1. Diisi dengan Nama Anggota DPD

2. Diisi dengan Nama Provinsi daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
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[ LOGO CALON }

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD

PROVINSI
NOMOR :

Pada hari tanggal

Nama Badan Usaha Non
Pemerintah

Alamat Badan Usaha Non
Pemerintah

Nomor Akte pendirian
Nomor NPWP Badan
Usaha Non Pemerintah
Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor  Telepon/Telepon
Genggam Aktif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

2

3

yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;

3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Anggota DPD

2

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

2. Diisi dengan Nama Provinsi daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataa Penyumbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN
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LAMPIRAN IV

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA
LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

A. CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA HASIL PENERIMAAN
LAPORAN DANA KAMPANYE PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1
.8

& N Do

Contoh Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye
Contoh Berita Acara Penerimaan Hasil perbaikan Laporan Awal Dana
Kampanye

Contoh Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye

Contoh Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye

Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye

Contoh Tanda Terima Hasil Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye
Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Contoh Tanda Terima Laporan Dana Kampanye

B. CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA HASIL PENERIMAAN
LAPORAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DPR/DPRD
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA

1.
2

Contoh Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye
Contoh Berita Acara Penerimaan Hasil perbaikan Laporan Awal Dana
Kampanye

Contoh Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye

Contoh Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye

Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye

Contoh Tanda Terima Hasil Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye
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7. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

8. Contoh Tanda Terima Laporan Dana Kampanye

CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA HASIL PENERIMAAN

LAPORAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DPD

1. Contoh Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye

2. Contoh Berita Acara Penerimaan Hasil perbaikan Laporan Awal Dana
Kampanye

3. Contoh Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye

4. Contoh Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan

Pengeluaran Dana Kampanye

Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye

Contoh Tanda Terima Hasil Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye

Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

e S

Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh
9. Contoh Tanda Terima Laporan Dana Kampanye yang dikeluarkan oleh

KAP
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CONTOH BA PENERIMAAN
LADK-PILPRES

HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Pada hari ini ... tanggal ‘e bulan:; ... aiisseaiii
tahun dua ribu ............... , Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum /Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) ... telah menerima
Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ... tanggal
......................... bulan ...............cc....... tahun dua ribu sembilan belas pukul
.......... WIB/WITA/WIT*), Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang
menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye yaitu :

NO.| NAMA PASANGAN CALON HARI & WAKTU
TANGGAL
1 | mcaiiaaadios aris
G PR
I O
4 |dst.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ......
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, maka telah dilakukan pencermatan
atas kelengkapan informasi dan format Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan hasil sebagai berikut :
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HASIL PENCERMATAN

NO. NAMA PASANGAN CALON =
L/TL**) S/ TS**%)

£ W O -

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ...

(e e peennsanseasnsansants ) dan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
Provinsi  /Komisi Independen  Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan
Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota®*) .................. ; dan

2. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..........................................................

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA?)

......................................

HOWON
1
(5
o
8

w
1

fa
-
B

--------------------------------------

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu
**) Lengkap /Tidak Lengkap
***) Sesuai/Tidak Sesuai
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1
|

| CONTOH BA PENERIMAAN HASIL
PERBAIKAN LADK-PILPRES ‘

PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Pada hari ini ..., tanggal ... bulan: - uiseimeananaaniiis
tahun dua ribu ............ , Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum /Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota®) ... telah menerima
Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan har ... tanggal
......................... bulan ..........ccccceceeeee. tahun dua ribu sembilan belas pukul

.......... WIB/WITA/WIT*), Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang
menyampaikan perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye yaitu :

NO. NAMA PASANGAN CALON HARI & WAKTU
TANGGAL
N |
D | sisussisisianasnismananss
3
4 |dst

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ......
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, maka telah dilakukan pencermatan
atas kelengkapan informasi dan format Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan hasil sebagai berikut :
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HASIL PENCERMATAN
L/TL™) S/TS*)

NO. NAMA PASANGAN CALON

Bl W O =

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ...

[ noonenensmannnanassresh ) dan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
Provinsi  /Komisi Independen  Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) .................. ; dan

2. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA?)

[ 1 B N S B
]
B
[

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu
**) Lengkap/Tidak Lengkap
***) Sesuai/Tidak Sesuai
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CONTOH BA PENERIMAAN
LPSDK-PILPRES

BERITA ACARA
DRI T o e
TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Pada harl ini ..., tanggal e, bulan i,
tahun dua nbu .............. , Komizgi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota® ............... telah menerima
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor ...... tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dengan

hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan har .................. tanggal
. bulan .........ccee.. tabun dua rbu Pukul ..........
WIB/WITA/WIT*), Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang
menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu :

NO. NAMA PASANGAN CALON HARI & WAHKTU
TANGGAL
1
2
3
4 | dst.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun

2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, maka telah dilakukan
pencermatan atas kelengkapan informasi dan format Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
dengan hasil sebagai berikut :
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HASIL PENCERMATAN
L/TL**) s/ 18"

NO. NAMA PASANGAN CALON

1
2
3
4 dst.

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap

[seermnssmiinininaninnnn) dan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
ProvinsifKomisi Independen Pemilihan Aceh /Komisi Pemilihan Umum /Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota®) ..................; dan

2. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Alkuntan Publik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI / KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA®)

S
=
:
=1
=

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu
**] Lengkap/Tidak Lengkap
#*% SesuaifTidak Sesuai
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CONTOH BA PENERIMAAN
LPPDK-PILPRES

BERITA ACARA
DRI T o e
TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA EAMPANYE
PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2019

Pada hari ini .....ooccoeceoe. BOEFAL s BUlED e
tahun dua ribu ..............., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota®) ............... telah menerima
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan hasil sebagai
berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan har ... tanggal
bulan ......ccossesene. BN .. Pukul
.......... WIB/WITA/WIT*), Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang
menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu :
NO. NAMA PASANGAN CALON HARI & WAKTU
TANGGAL

Ha] Lo B2

dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap

[seermiismiiinininaninnn) dan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
ProvinsifKomisi Independen Pemilihan Aceh /Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota®) ..................; dan

2. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.
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KOMISI PEMILIHAN UMUM /KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA?*)

--------------------------------------------------

L. Keta: ccisicinivacscsescesceassusssasioess
2. ADDUORR!  csssasemisssisisessimimaseuvisurnens
3. AnpRota: SRR
4. Angpota:- | GiiGasiiiiiisessiiititeiiesa
S. ADDUOBR! csssasemisssssisessimivaseuvisurnens

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu
**) Lengkap/Tidak Lengkap
***) Sesuai/Tidak Sesuai
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-214-

w0 MIs ]

TANDA TERIMA

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

PEMILTHAN PRESIDEN DAN WAEIL PRESIDEN 2019

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden dari :

Nama Pasangan Calon

Hari dan tanggal

Waktu

Tempat penerimaan

dengan rincian sebagai berilkut :

NO

JENIS DOKUMEN

Formulir Model LADK1-
FILFRES |juntuk Laporan
Awal Dana Kampanye)

Formulir Model LADKZ2-
FILFRES (Untuk Laporan
Penerimaan Dana
Kampanye)

Formulir Model LADK3-
FILFRES (Untuk Daftar
Penerimaan Dana
Kampanye)

STATUS

DOKUMEN®)

Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

JUMLAH
DOKUMEN

KETERANGAN

Formulir Model LADK4-
PILFRES |juntuk Daftar
Aktivitas Pengeluaran
Dana kampanye)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LADKS-
FILFRES (Untuk Daftar
Saldo Dana Kampanye|

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LADKG-
PILPRES juntuk
Pernyataan Tanggung
Jawab Laporan Awal
Dana Kampanye)

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain

Perseorangan

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Kelompok

Ada

Adda

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada




2018, No. 974

-215-
NO JENIS DOKUMEN STATUS JUMLAH KETERANGAN
DOKUMEN™") DOKUMEN

9. Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Badan Usaha Non

Pemerintah

10. | Copy Buku/Rekening
Koran Khusus Dana Ada Tidak Ada
Kampanye

11. | Surat Keterangan Tim
Kampanye/data pengelola Ada Tidak Ada
rekening

12, | Copy bukti Tagihan /
Utang (apabila ada)

Ada Tidak Ada

13. | Soft Copy Laporan Awal

Ada Tidak Ada
Dana Kampanye !

Diterima Oleh . Discrahkan olch

Nama S Nama

Jabatan S Jabatan

MNo. Telp P MNo. Telp

Tanda Tangan S PP, Tanda Tangan . PP
Keterangan :

1. **] Lingkari sesuai status dokumen.

2. Tanda Terima dibuat dalam 2 [dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk
Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP
Kabupaten /Kota.
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w0 MIs ]

TANDA TERIMA

HASIL PEREAIEKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

PEMILTHAN PRESIDEN DAN WAEIL PRESIDEN 2019

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden dari :

Nama Pasangan Calon

Hari dan tanggal

Waktu

Tempat penerimaan

dengan rincian sebagai berilkut :

NO

JENIS DOKUMEN

Formulir Model LADK1-
FILFRES |juntuk Laporan
Awal Dana Kampanye)

Formulir Model LADKZ2-
FILFRES (Untuk Laporan
Penerimaan Dana
Kampanye)

Formulir Model LADK3-
FILFRES (Untuk Daftar
Penerimaan Dana
Kampanye)

STATUFS

DOKUMEN®)

Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

JUMLAH
DOKUMEN

KETERANGAN

Formulir Model LADK4-
PILFRES |juntuk Daftar
Aktivitas Pengeluaran
Dana kampanye)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LADKS-
FILFRES (Untuk Daftar
Saldo Dana Kampanye|

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LADKG-
PILPRES juntuk
Pernyataan Tanggung
Jawab Laporan Awal
Dana Kampanye)

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain

Perseorangan

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Kelompok

Ada

Adda

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada
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-217-
NO JENIS DOKUMEN STATUFS JUMLAH KETERANGAN
DOKUMEN™") DOKUMEN

9. Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Badan Usaha Non

Pemerintah

10. | Copy Buku/Rekening
Koran Khusus Dana Ada Tidak Ada
Kampanye

11. | Surat Keterangan Tim
Kampanye/data pengelola Ada Tidak Ada
rekening

12, | Copy bukti Tagihan /
Utang (apabila ada)

Ada Tidak Ada

13. | Soft Copy Laporan Awal

Ada Tidak Ada
Dana Kampanye !

Diterima Oleh . Discrahkan olch

Nama S Nama

Jabatan S Jabatan

MNo. Telp P MNo. Telp

Tanda Tangan S PP, Tanda Tangan . PP
Keterangan :

1. **] Lingkari sesuai status dokumen.

2. Tanda Terima dibuat dalam 2 [dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk
Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP
Kabupaten /Kota.



2018, No. 974

-218-

TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Presiden dan Walil
Presiden dari:

Nama Pasangan Calon - S
Hari dan tanggal | S
Waktu P

Tempat penerimaan T e

dengan rincian sebagai berilkout

NO

JEMNIS DOKUMEN

STATUS JUMLAH
DOKUMEN®") DOKUMEN

KETERANGAN

Formulir Model LFSDK]1-
PILFRES [Untuk Laporan
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

Formulir Model LFSDEK2-
FILFRES [untuk Daftar
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

Formulir Model LFSDEK3-
PILFRES [untuk Format Surat
Pernyataan Tanggung Jawah)

Ada Tidak Ada

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Perscorangan

Ada Tidak Ada

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Kelompok

Ada Tidak Ada

Burat pernyataan
penyumbang pihak lain
Badan Usaha Non Pemerintah

Ada Tidak Ada

Soft Copy Laporan
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye

Ada Tidak Ada

Diterima Oleh PP

Nama

Jabatan PPN
MNo. Telp PP

Tanda Tangan SR

Heterangan :

1. **] Lingkari sesuai status dokumen.

Diserahkan oleh
Nama

Jabatan

MNo. Telp

Tanda Tangan - PP

2. Tanda Terima dibuat dalam 2 [dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk

Pasangan Calon,

Kabupaten/Kota.

1 [satu) rangkap untuk KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP




Telah diterima Laporan Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden dari :

-219-

KOP KAP

TANDA TERIMA
LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

MNama Pasangan Calon

Hari dan tanggal

Waktu

Tempat penerimaan

dengan rincian sebagai berilout

2018, No.

NO

JENISE DOKUMEMN

STATUS

DOKUMEN**)

JUMLAH
DOKUMEN

KETERANGAN

Formulir Model LFFDK]1-
FILFRES [untuk Asersi atas
Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye)

Ada

Tidak Ada

(]

Formulir Maodel LPPDK2-
PILFRES juntuk Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LFFDK3-
FILPRES [Untuk Laporan
Sumbangan Dana Kampanye
kepada Pasangan Calon)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LFFDK4-
PILPRES [untuk Daftar
Penerimaan Dana Kampanye)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LPFDKS-
FPILFRES [untuk Daftar
Aktivitas Pengeluaran Dana
Kampanye)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LPFFDKG-
PILPRES (Untuk Daftar Saldo
Dana Kampanye)

Ada

Tidak Ada

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Perseorangan

Ada

Tidak Ada

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Kelompok

Ada

Tidak Ada

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Badan Usaha Non Pemerintah

Ada

Tidak Ada

10.

Copy Buku/Rekening Koran
Khusus Dana Kampanye

Ada

Tidak Ada

11.

Surat Keterangan Tim
kampanye/data pengelola

Ada

Tidak Ada

974
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-220-
STATUS JUMLAH
NO JENIS DOKUMEN KETERANGAN
DOKUMEN*") DOKUMEN
rekening
12. F-FmtlukL!.Eﬂ D'ar.La Kampanye Ada Tidak Ada
Pihak Lain |apabila ada)
13. | Copy bukti Tagihan/Utang Ada Tidak Ada
|apabila ada)
14. | Bukti-bulkti Transaksi
Penerimaan dan Transaksi Ada Tidak Ada
Pengeluaran
15. | Tanda Terima Laporan Awal .
. Ada Tidak Ada
Dana Kampanye
16. | Formulir Model LADK]1- Ad Ticiaic Ad
PILPRES = ek Acs
17. | Formulir Model LADKZ2- Ada Tidak Ada
FILFRES
18. | Formulir Model LADK3- Ada Tidak Ada
PILFRES
19. | Formulir Model LADEK4- Ad Ticiaic Ad
PILPRES = ek Aca
20. | Formulir Model LADKS- Ad Ticiaic Ad
PILPRES = ek Acs
21 Formulir Model LADKG- .
Ada Tidak Ada
FILPRES
22, | Tanda Terima Laporan
Penerimaan Sumbangan Ada Tidak Ada
Dana Kampanye
2 i (1-
23, | Formulir Model LPSDKI] Ada Tidak Ada
FPILFRES
24, | Formulir Model LPSDK2- Ad Ticiaic Ad
PILPRES = ek Acs
25. | Formulir Model LPSDK3- Ad Ticiaic Ad
FILPRES = ek Ada

Diterima Oleh

MNama

Jabatan

MNo. Telp

Tanda Tangan ST

Heterangan :

1. **] Lingkari sesuai status dokumen.

Diserahkan oleh

Mama

Jabatan

MNo. Telp

Tanda Tangan

2. Tanda Terima dibuat dalam 3 [tiga) rangkap masing-masing 1 [satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, 1 (satu] rangkap untuk KPU

Kabupaten/HKota dan 1 (satu) rangkap untuk KAP

Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIF
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-221-

CONTOH BA PENERIMAAN
LADK-PARPOL

HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA EAMPANYE
PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD

KABUPATEN/KOTA®#)
TAHUN 2019
Pada hari ini ...coccmieinnees E0EFAL waiecnsenn,. BN e,
tahun dua ribu .................., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) ................. telah menerima
Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Angpgota DPR/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota®), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat
i2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan hasil
sebagai berikut :
Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari .............. tanggal
s DUIBE oscssssssssssssmssssenss TABIEL sssssssssssssscssssssassassassantass pukul

.......... WIB/WITA/WIT*), Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota®) yang menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye yaitu :

NO. NAMA PARTAI POLITIK HARI & WAKTU
TANGGAL

£l ] B3| —

dst.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ...
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, maka telah dilakukan pencermatan
atas kelengkapan informasi dan format Laporan Awal Dana Kampanye Calon
Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPED Kabupaten/Kota*) dengan hasil sebagai

berikut :
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HASIL PENCERMATAN
L/TL**) 8/T8*"¥)

NO. NAMA PARTAI POLITIK

] ] k| —

dst.

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap

[-eemereimeninennnnnnane.] dan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh /Komisi Pemilihan Umum Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota®) ..................; dan

2. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM /KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI [ KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA")

1. 0
2, ANgpots cecsssssssssssssssssssssssscsssssses
3. Anggoth  cccccssssmsssmsssssssssssssssssssssss
4. Angpots  cccsssssssssssssssssssssssscssssssss
a. ANgpots cecsssssssssssssssssssssssscsssssses
Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu
**] Lengkap/Tidak Lengkap
***) Sesuai/Tidak Sesuai
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-223-

CONTOH BA PENERIMAAN HASIL
PERBAIKAN LADK-PARFOL

PENERIMAAN HASIL PERBAIEAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD

KABUPATEN/KOTA®#)

TAHUN 2019
Pada hari ini ..o E0EFAL s, BIlEAN e
tahun dua ribu ..........., Komisi Pemilihan Umum /Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) ................. telah menerima
Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Angpgota DPR/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota®), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat
i2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan hasil

sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari .............. tanggal

s DUIBE oscssssssssssssmssssenss TABIEL sssssssssssssscssssssassassassantass pukul
.......... WIB/WITA/WIT*), Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota®) yang menyampaikan perbaikan Laporan Awal Dana
Kampanye yaitu :

NO. NAMA PARTAI POLITIK HARI & WAKTU
TANGGAL

fal a| B3| —

dst.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ...
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, maka telah dilakukan pencermatan
atas kelengkapan informasi dan format Laporan Awal Dana Kampanye Calon
Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRED Kabupaten/Kota*) dengan hasil sebagai

berikut :
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HASIL PENCERMATAN
L/TL™) S/T5*)

NO. NAMA PARTAI POLITIK

£ ] ba| =

dst.

Rincian hasil pencermatan dituwangkan dalam Form Tanda Terima yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap

[-ermrreimeninininnnnane.] dan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
ProvinsifKomisi Independen Pemilihan Aceh /Komisi Pemilihan Umum /Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota®) ........c........; dan

2. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM /KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA")

1. - —
2. Anggoth  cccccssssmsssmsssssssssssssssssssssss
3. Angpots  cccsssssssssssssssssssssssscssssssss
4. P25 (T 11 - T —
a. B0 T T ——
Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu
**| Lengkap/Tidak Lengkap
%) Sesuai/Tidak Sesuai
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CONTOH BA PENERIMAAN
LPSDK-PARPOL

BERITA ACARA
TORDDIR T i hin s b s B
TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMEBANGAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD

KABUPATEN/KOTA®)
TAHUN 2019
Pada hari ini ..o E0EFAL s, BIlEAN e
tahun dua ribu .............. , Komisi Pemilihan Umum /Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) ................. telah menerima
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota®), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat
{4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari .............. tanggal
cemneaes bUlan ..., tahun dua ribu . Pukul ..........
WIB/WITA/WIT*), Calon Anggota DPR/DPRD Provinsif/DPRD Kabupaten/Kota®
yang menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu :

NO. NAMA PARTAI POLITIK HARI & WAKTU
TANGGAL
1
2
3
4 dst.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomeor ... Tahun

2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, maka telah dilakukan
pencermatan atas kelengkapan informasi dan format Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota®) dengan hasil sebagai berikut:
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HASIL PENCERMATAN
L/TL*) 8/ Ts**)

NO. NAMA PARTAI POLITIK

$u ] B3] =

dst.

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap

l-eeimisemiiininiiiiniee..) dan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh /Komisi Pemilihan Umum { Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota®) ..................; dan

2. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI [ KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA")

1. L O —
2, Angpota —  ccsssscscssssssssssssssssssssssess :
3. P20 T, 1 O — .
4, Fa5 T, 1 — .
a. Angpota —  ccsssscscssssssssssssssssssssssess :
Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu
**] Lengkap/Tidak Lengkap

***) Sesuai/Tidak Sesuai
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CONTOH BA PENERIMAAN
LPPDK-PARPOL

BERITA ACARA

TORDDIR T i hin s b s B
TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA EAMPANYE
PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD
KABUPATEN/KOTA?)
TAHUN 2019
Pada hari ini ..o, tanggal i, bulan
tahun dua ribu .................., Komisi Pemilihan Umum /Komisi Pemilihan Umum

ProvinsifKomisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota®) ............cccceeee. telah menerima
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota
DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota®), sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum dengan hasil sebagai berikout:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ... tanggal

PP o 1+ 11, PP | . L | S Pukul
.......... WIB/WITA/WIT*), Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota®) yang menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

Dana Kampanye yaitu :

NO. NAMA PARTAI POLITIK HARI & WAKTU
TANGGAL

1
2
3
4

dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap

[-ermrreimeninininnnnane.] dan disampaikan kepada :
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2
1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
Provinsi  /Komisi Independen  Pemilihan  Aceh/Komisi  Pemilihan
Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota®) ..................; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA"|

1. 1= R pT—
2. ANgEotl = cccccesssssssssssssssssssssssssssssas
3. ANgEotR  ccscsssssssssssssesasssssssssssssess
4, L0117, ¢ 1 —
a. ANgEolR = ccccsessssssssssssssssssssssssssssssas

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu
**) Lengkap [Tidak Lengkap
**%) Sesuai/Tidak Sesuai
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TANDA TERIMA
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
TAHUN 2019

2018, No. 974

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota
DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) dari :

Nama Partai Politik

Dacrah Pemilihan

Hari dan tanggal

Waktu

Tempat penerimaan

dengan rincian sebagai berikut :

NO

JENIS DOKUMEN

STATUS

DOKUMEN**)

JUMLAH
DOKUMEN

KETERANGAN

1.

Formulir Model LADK1-
PARPOL (untuk Laporan
Awal Dana Kampanye)

Ada

Tidak Ada

N

Formulir Model LADK2-
PARPOL (Untuk Laporan
Penerimaan Dana
Kampanye)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LADK3-
PARPOL (Untuk Daftar
Penerimaan Dana
Kampanye)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LADK4-
PARPOL (untuk Daftar
Aktivitas Pengeluaran
Dana kampanye)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LADKS-
PARPOL (Untuk Daftar
Saldo Dana Kampanye)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LADK6-
PARPOL {untuk
Pernyataan Tanggung
Jawab Laporan Awal
Dana Kampanye)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LADK7-
PARPOL (untuk
Pencatatan Penerimaan
dan Pengeluaran Calon
Legislatif)

Ada

Tidak Ada

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Perscorangan

Ada

Tidak Ada
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-230-
NO JENIS DOKUMEN STATUS i KETERANGAN
DOKUMEN*") DOKUMEN
9. Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Kelompok
10. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Badan Usaha Non
Pemerintah
11. | Copy Buku/Rekening
Koran Khusus Dana Ada Tidak Ada
Kampanye
12, | Surat Keterangan Tim
Kampanye fdata pengelola Ada Tidak Ada
rekening
13. | Copy bukti Tagihan/ Ada Tidak Ada
Utang (apabila ada)
b4 iji;:ii::ii?nﬁ“ml Ada Tidak Ada

Diterima Oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan PR

Eeterangan :
1. *) Pilih salah satu.

2. **] Lingkari sesuai status dokumen.

Diserahkan oleh
Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan - PP

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 [dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk

Pasangan Calon,

Kabupaten /Kota.

1 (satu)] rangkap untuk KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP
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woOMIgs;)

TANDA TERIMA

2018, No. 974

HASIL PERBAIEAN LAPORAN AWAL DANA KEAMPANYE

PEMILIHAN ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KﬁBU'Pﬁ.TEN,J'KDT&*I_
TAHUN 2019
Telah diterima perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota
DPFR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten,/Kota*) dari :

Nama Partai Politik

Dacrah Pemilihan

Hari dan tanggal

Waktu

Tempat penerimaan

dengan rincian sebagai berikut :

NO

JENIS DOKUMEN

STATUS

DOKUMEN*")

JUMLAH
DOKUMEN

KETERAMNGAN

1.

Formulir Model LADK1-
FARPOL [untuk Laporan
Awal Dana Kampanye)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LADK2-
FARPOL (Untuk Laporan
Penerimaan Dana

Kampanye)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LADK3-
FARPOL (Untuk Daftar
Penerimaan Dana
Kampanye)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LADKS-
PARPOL [untuk Daftar
Aktivitas Pengeluaran
Dana kampanye)

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LADKS-
FARPOL (Untuk Daftar
Saldo Dana Kampanye|

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LADKG-
PARPOL (untuk
Pernyataan Tanggung
Jawab Laporan Awal
Dana Kampanye]

Ada

Tidak Ada

Formulir Model LADKTY-
FARPOL (untuk
Pencatatan Penerimaan
dan Pengeluaran Calon
Legislatif)

Ada

Tidak Ada

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Perseorangan

Ada

Tidak Ada
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NO JENIS DOKUMEN STATUS i KETERANGAN
DOKUMEN*") DOKUMEN
9. Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Kelompok
10. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Badan Usaha Non
Pemerintah
11. | Copy Buku/Rekening
Koran Khusus Dana Ada Tidak Ada
Kampanye
12, | Surat Keterangan Tim
Kampanye fdata pengelola Ada Tidak Ada
rekening
13. | Copy bukti Tagihan/ Ada Tidak Ada
Utang (apabila ada)
b4 iji;:ii::ii?nﬁ“ml Ada Tidak Ada

Diterima Oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan PR

Eeterangan :
1. *) Pilih salah satu.

2. **] Lingkari sesuai status dokumen.

Diserahkan oleh
Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan - PP

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 [dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk

Pasangan Calon,

Kabupaten /Kota.

1 (satu)] rangkap untuk KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP
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TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA®)
TAHUN 2019

2018, No.

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Umum
Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten fKota*) dari :

Nama Partai Politik

Dacrah Pemilihan

Hari dan tanggal

Waktu

Tempat penerimaan

dengan rincian sebagai berikut

NO

JENMNIS DOKUMEN

STATUS
DOKUMEN""]

JUMLAH
DOKUMEN

KETERANGAN

Formulir Model LFSDK]1-
PARPOL (Untuk Laporan
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

Formulir Model LPSDK2-
PARPOL|untuk Daftar
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

Formulir Model LFSDK3-
FPARPOL [untuk Format Surat
Pernyataan Tanggung Jawah)

Ada Tidak Ada

Formulir Model LPFSDEK4-
PARPOL [untuk Pencatatan
Penerimaan dan Pengeluaran
Calon Legislatif)

Ada Tidak Ada

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Perscorangan

Ada Tidak Ada

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Kelompok

Ada Tidak Ada

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Badan Usaha Non Pemerintah

Ada Tidak Ada

Soft Copy Laporan
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye

Ada Tidak Ada

Diterima Oleh

Nama

Jabatan

MNo. Telp

Tanda Tangan ST

Diserahkan oleh

MNama
Jabatan
MNo. Telp

Tanda Tangan

974
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Keterangan :

1. *}) Pilih salah satu.

2. **] Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 [dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk
Pasangan Calon, 1 (satu] rangkap untuk KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP
Kabupaten /Kota.
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KOP KAP

TANDA TERIMA
LAPORAN DANA EAMPANYE

PEMILIHAN ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA")
TAHUN 2019

2018, No. 974

Telah diterima Laporan Dana Kampanye Umum Calon Anggota DPR/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) dari :
MNama Partai Politik
Daerah Pemilihan
Hari dan tanggal
Waktu
Tempat penerimaan
dengan rincian sebagai berikut
NO JENIS DOKUMEN STATUS JUMLAH KETERANGAN
DOKUMEN**) DOKUMEN
1. Formulir Model LFPDK]1-
PARPOL [untuk Asersi atas .
Laporan Penerimaan dan Ada Tidak Ada
Pengeluaran Dana Kampanye)
2. Formulir Model LPPDK2-
PARPOL [untuk Laporan .
Penerimaan dan Pengeluaran Ada Tidal Ada
Dana Kampanye)
3. Formulir Model LPPDK3-
PARPOL (Untuk Laporan Ada Tidak Ada
Sumbangan Dana Kampanye
kepada Pasangan Calon)
4. Formulir Model LPPDK4-
FPARPOL juntuk Daftar Ada Tidak Ada
Penerimaan Dana Kampanye)
3. Formulir Model LPPDKS-
PARPOL jluntuk Daftar Ada Tidak Ada
Aktivitas Pengeluaran Dana
Kampanye)
G. Formulir Model LPPDK G-
FPARPOL (Untuk Daftar Saldo Ada Tidak Ada
Dana Kampanye)
T. Formulir Model LPPDKT-
PARPOL [untuk Pencatatan Ada Tidak Ada
Penerimaan dan Pengeluaran
Calon Legislatif)
8. Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Perscorangan
9. Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Kelompok
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Badan Usaha Non Pemerintah

-236-
STATUS JUMLAH
NO JENIS DOKUMEN KETERANGAN
DOKUMEN*") DOKUMEN
10. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada

11. | Copy Buku/Rekening Koran
Khusus Dana Kampanye

Ada Tidak Ada

12. | Surat Keterangan Tim
kampanye/data pengelola
rekening

Ada Tidak Ada

13. | Copy bukti Tagihan/Utang
|apahbila ada)

Ada Tidak Ada

14. | Bukti-bukti Transaksi
Penerimaan dan Transaksi

Pengeluaran

Ada Tidak Ada

15. | Pembukuan Dana Kampanye
Pihak Lain |(apabila ada)

Ada Tidak Ada

16. | Tanda Terima Laporan Awal
Dana Kampanye

Ada Tidak Ada

17. | Formulir Model LADK]-

Ada Tidak Ada

Dana Kampanye

PARPOL
18. | Formulir Model LADKZ2- .
PARPOL Ada Tidak Ada
19. | Formulir Model LADK3- .
PARPOL Ada Tidak Ada
20. ;i;r;é:: Model LADKS- Ada Tidak Ada
21. | Formulir Model LADKS- Ada Tidak Ada
PARPOL
22, ;;rRmPgLr Model LADKS- Ads Tidalk Ada
23. | Formulir Model LADKT- .
PARPOL Ada Tidak Ada
24, | Tanda Terima Laporan
Penerimaan Sumbangan Ada Tidak Ada

25. | Formulir Model LPSDKI1-
FPARPOL

Ada Tidak Ada

26. | Formulir Model LPSDK2-
PARPOL

Ada Tidak Ada

27. | Formulir Model LPSDK3-
FARPOL

Ada Tidak Ada

28. | Formulir Model LPSDK4-
FARPOL

Ada Tidak Ada

Diterima Olch
Nama
Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Diserahkan oleh

MNama

Jabatan

MNo. Telp

Tanda Tangan
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Keterangan :

1. *) Filih salah satu.

2. **] Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 [satu] rangkap untuk
Pasangan Calon, 1 ([satu] rmangkap untuk KPU Provinsi/KIF Aceh/KPU/KIP
Kabupaten /Kota dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.
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CONTOH BA PENERIMAAN
LADK-DPD

TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Pada hari ini .....ccoccnviveininenee. tanggal .vvieinciecnne, bualan i,
tahun dua ribu ........., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
ProvinsifKomisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota®) ............ccccee. telah menerima
Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 334 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ............... tanggal
PR o | - N - 1.1 | . pukul
.......... WIB/WITA/WIT*), Calon Anggota DPD yang menyampaikan Laporan

Awal Dana Kampanye yaitu :

NO. NAMA CALON ANGGOTA HARI & WAKTU
DPD TANGGAL
1
2
3
4 | dst.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ......
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, maka telah dilakukan pencermatan
atas kelengkapan informasi dan format Laporan Awal Dana Kampanye Calon

Anggota DPD dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PENCERMATAN
L/TL*) 8/T8*=)

NO. | NAMA CALON ANGGOTA DPD

&) | b =

dst.
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2

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ...
{ienerconsennamasnensanat ) dan disampaikan kepada :
1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum /Komisi Pemilihan Umum
Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan
Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota®) .................. ; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM /KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA¥)

--------------------------------------------------

1. Ketilt: = Gicisisescassessicassussunsianasinns
2 ANDPOER  sessssssisvsssissnsonssrisisesmssisons
3. BOPHONR: cisssssearassdssasseanssisuasiapapsss
4. AnggotR:  SiGESaGGEIRieaaGERRGE
S. ADGEOLR: cssssssssesescsssssassansansasaninanss
Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu
**) Lengkap /Tidak Lengkap
***) Sesuai/Tidak Sesuai
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CONTOH BA PENERIMAAN
HASIL PERBAIKAN LADK-DPD

TENTANG
PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Pada hari ini .....ccoccvviveininenee. tanggal .evieiiciiene, bulan e
tahun dua ribu ........., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
ProvinsifKomisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota®) ...........ccccceveeveee. telah menerima hasil
perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 334 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..., tanggal
PR o | - N - 1.1 | . pukul
.......... WIB/WITA/WIT*), Calon Anggota DPD yang menyampaikan perbaikan

Laporan Awal Dana Kampanye yaitu :

NO. NAMA CALON ANGGOTA HARI & WAKTU
DPD TANGGAL
1
2
3
4 | dst.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ......
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, maka telah dilakukan pencermatan
atas kelengkapan informasi dan format Laporan Awal Dana Kampanye Calon

Anggota DPD dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PENCERMATAN
L/TL*) 8/T8*=)

NO. | NAMA CALON ANGGOTA DPD

&) | b =

dst.




041 2018, No. 974

2

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ...
{ienerconsennamasnensanat ) dan disampaikan kepada :
1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum /Komisi Pemilihan Umum
Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan
Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota®) .................. ; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM /KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA¥)

--------------------------------------------------

1. Ketilt: = Giicisisescassesiieassussnnsiassasens
2 ANDPOER  sessssssisvsssissnsonssrisisesmssisons
3. BOPHONR: cisssssearassdssasseanssisuasiapapsss
4. AnggotR:  SiGESaGGEIRieaaGERRGE
S. ADGEOLR: cssssssssesescsssssassansansasaninanss
Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu
**) Lengkap /Tidak Lengkap
***) Sesuai/Tidak Sesuai
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CONTOH BA PENERIMAAN
LPSDK-DPD

BERITA ACARA
TORDDIR T i hin s b s B
TENTANG
HASIL PENERIMAAN SUMBANGAN DANA EAMPANYE
PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Pada hari ini .....ccoivinn.. tanggal i, bulan ..,
tahun dua ribu ................., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
ProvinsifKomisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota®) ................ telah menerima
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor ...... tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dengan hasil
sebagai berikut:
Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ... tanggal
psnsieiios DMAIEEL ssssnisssrsiissorsminniin DOEMIIN 5ossssssssssssssssissssisssiassissinsins Pukul
.......... WIB/WITA/WIT*), Calon Anggota DPD yang menyampaikan Laporan

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu:

NO. | NAMA CALON ANGGOTA DPD HARI & WAKTU
TANGGAL
1
2
3
4 | dst.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer ... Tahun

2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, maka telah dilakukan
pencermatan atas kelengkapan informasi dan format Laporan Penerimaan

Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dengan hasil sebagai berikut:
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2
HASIL PENCERMATAN
NO. | NAMA CALON ANGGOTA DPD - -
L/TL*%) S/TS***)
1 |iicsisis dissanitieetans
] [ TSP RRRT
B |eiimiilasraie
4 |dst.

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ...

| RO OO ) dan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum /Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten /Kota*) .................. ; dan

2. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik;

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)

--------------------------------------------------

1. KetiR: = cooseccsssnsmsssnssonsesnsnnnenssnsess
2. ANQEOtHE: SRR
3. ADGEOLR. iiiiiaseeseesisassessrssisasasennasees
4. ANOHOIR"  cesvsusasmusnveensevocssunonsassnsese
5. ARPEOMR: i iiieisaisenesrsotnsaaionhasess
Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu
**) Lengkap /Tidak Lengkap
***) Sesuai/Tidak Sesuai
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CONTOH BA PENERIMAAN
LPPFDK-DPD

BERITA ACARA

TORDDIR T i hin s b s B
TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA EAMPANYE
PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPD
TAHUN 2019
Pada hari ini ...cccomsennuane E0EEAL e BIlER .
tahun dua ribu ..........., Komisi Pemilihan Umum /Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) ................. telah menerima
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan har ... tanggal
sesssnsaassss DMBENL soisssssssssnssssmsssssns DAMIIY ssosscssasssasasssssassaasassaasassansssn Pukul
.......... WIB/WITA/WIT*), Calon Anggota DPD yang menyampaikan Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu :

NO. | NAMA CALON ANGGOTA DPD HARI & WAKTU
TANGGAL
1
2
3
4 dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap

[aeemsisimeninnnnnninas] dan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
ProvinsifKomisi Independen Pemilihan Aceh /Komisi Pemilihan Umum /Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota®) ..........ccc.....; dan

2. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.
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....................................................

KOMISI PEMILIHAN UMUM /KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA%)

-------------------------------------------------

1. Katua:  cccieiisiciisisinisesasesesasasssis
2. ADNGOOMB  ceecsesssesncssosasessvensonconsnsanes
3. Anppotl. SRS
4. ANQROIR .« i R
5. ADNGOOMR ceecoesssesncssosasessvensoncansnsaces

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu
**) Lengkap /Tidak Lengkap
***) Sesuai/Tidak Sesuai
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TANDA TERIMA

LAPORAN AWAL DANA EAMPANYE
PEMILIHAN ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD dari :
Nama Calon Anggota DPD

Prowingl....ccccciimiamcsnsniissnnas

Daerah Pemilihan
Hari dan tanggal
Waktu
Tempat penerimaan A
dengan rincian sebagai berikut :
NO JENIS DOKUMEN STATUS JUMLAH KETERANGAN
DOKUMEN*?) DOKUMEN

1. | Formulir Model Ada Tidak
LADK1-DPD [untulk Ada
Laporan Awal Dana
Kampanye|

2. | Formulir Model Ada Tidak
LADK2-DPD (Untuk Ada
Daftar Penerimaan
Dana Kampanye)

3. | Formulir Model Ada Tidak
LADK3-DPD (untulk Ada
Daftar Aktivitas
Pengeluaran Dana
kampanye|

4. | Formulir Model Ada Tidak
LADK4-DPD (Untuk Ada
Daftar Saldo Dana
Kampanye|

5. | Formulir Model Ada Tidak
LADKS-DPD juntuk Ada
Pernyataan Tanggung
Jawab Laporan Awal
Dana Kampanye)

6. | Surat pernyataan Ada Tidak
penyumbang pihak lain Ada
Perseorangan

7. | Surat pernyataan Ada Tidak
penyumbang pihak lain Ada
Kelompok

8. | Surat pernyataan Ada Tidak
penyumbang pihak lain Ada
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Badan Usaha Non
Pemerintah
9. | Copy Buku fRekening Ada Tidak
Koran Khusus Dana Ada
Kampanye
10| Surat Keterangan Tim Ada Tidak
Kampanye data Ada
pengelola rekening
11| Copy bukti tagihan / Ada Tidak
utang (apabila ada) Ada
12| Soft Copy Laporan Ada Tidak
Awal Dana Kampanye Ada

Diterima Oleh

Nama

Jabatan

No. Telp - ;
Tangan : ..o

Tanda

Keterangan :

1. **) Lingkari sesuai status dokumen.

Diserahkan oleh

MNama

Jabatan

MNo. Telp

Tanda Tangan S

2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing 1 (satu) rangkap
untuk Pasangan Calon dan 1 (satu)] rangkap untuk KPU/KPU Provinsi/KIP
Aceh /KPU JKIP Kabupaten [ Kota.
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TANDA TERIMA
HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA EAMPANYE
PEMILIHAN ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Telah diterima perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD dari :
Nama Calon Anggota DPD

Daerah Pemilihan > Prowinsi......cceccnne,

Hari dan tanggal

Waktu

Tempat penerimaan S

dengan rincian sebagai berikut :

NO JENIS DOKUMEN STATUS JUMLAH KETERANGAN
DOKUMEN*?) DOKUMEN

1. | Formulir Model Ada Tidal
LADK1-DPD [untulk Ada
Laporan Awal Dana
Kampanye|

2. | Formulir Model Ada Tidalk
LADK2-DPD (Untuk Ada

Daftar Penerimaan
Dana Kampanye)
3. | Formulir Model Ada Tidalk
LADK3-DPD (untulk Ada
Daftar Aktivitas
Pengeluaran Dana

kampanye|

4. | Formulir Model Ada Tidak
LADK4-DPD (Untuk Ada
Daftar Saldo Dana
Kampanye|

5. | Formulir Model Ada Tidalk
LADKS-DPD juntuk Ada

Pernyataan Tanggung
Jawab Laporan Awal
Dana Kampanye)

6. | Surat pemyataan Ada Tidak
penyumbang pihak lain Ada
Perseorangan

7. | Surat pernyataan Ada Tidak
penyumbang pihak lain Ada
Kelompok

8. | Surat pernyataan Ada Tidak

penyumbang pihak lain Ada




2018, No. 974

-249-

Badan Usaha Non
Pemerintah

9. | Copy Buku fRekening Ada Tidak
Koran Khusus Dana Ada
Kampanye

10| Surat Keterangan Tim Ada Tidak
Kampanye data Ada
pengelola rekening

11| Copy bukti tagihan / Ada Tidak
utang (apabila ada) Ada

12| Soft Copy Laporan Ada Tidak
Awal Dana Kampanye Ada

Diterima Oleh

Nama

Jabatan

No. Telp - ;
Tangan : ..o

Tanda

Keterangan :

1. **) Lingkari sesuai status dokumen.

Diserahkan oleh

MNama

Jabatan

MNo. Telp

Tanda Tangan S

2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing 1 (satu) rangkap
untuk Pasangan Calon dan 1 (satu)] rangkap untuk KPU/KPU Provinsi/KIP
Aceh /KPU JKIP Kabupaten [ Kota.
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TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota
DPD dari:
Nama Calon Anggota DPD

Daerah Pemilihan

Hari dan tanggal

Waktu

Tempat penerimaan E
dengan rincian sebagai beriku

Prowinsl. ...cccccvimisncissn sissanans

NO

JENIS DOKUMEN

STATUS
DOKUMEN**)

JUMLAH
DOKUMEN

KETERANGAN

Formulir Model LPSDK]1 -
DPD (untuk Daftar
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

Formulir Model LPSDE2-
DPD (untuk Format Surat
Pernyataan Tanggung
Jawab)

Ada Tidak Ada

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Perseorangan

Ada Tidak Ada

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Kelompok

Ada Tidak Ada

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Badan Usaha Non
Pemerintah

Ada Tidalk Ada

Soft Copy Laporan
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye

Ada Tidalk Ada

Diterima Oleh

Nama

Jabatan

No. Telp "
Tangan @ ...

Tanda

Diserahlkan oleh

MNama
Jabatan

No. Telp
Tanda Tangan
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Keterangan :

1. **) Lingkari sesuai status dokumen.

2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua), rangkap masing-masing 1 (satu)
rangkap untuk Pasangan Calon dan 1 (satu) rangkap untuk KPU/KPU
Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.
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TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota
DFPD dari:
MNama Calon Anggota DFD

Daerah Pemilihan Provimsi.....o.oo
Hari dan tanggal
Waktu
Tempat penerimaan
dengan rincian sebagai berilout
NO JENIS DOKUMEN STATUS JUMLAH KETERANGAN
DOKUMEN*") DOKUMEMN
1. Formulir Model LPFDK1-DFD Ada Tidak Ada
juntuk Asersi atas Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye)
2. Formulir Model LPPDK1-DPD Ada Tidak Ada
Model LPFPDK2Z-DFD [(untuk
Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye)
3. Formulir Model LPFDK1-DFD Ada Tidak Ada
Model LPPDK3-DFD [untuk
Daftar Penerimaan Diana
Kampanye)
4. Formulir Model LPPDK1-DPD Ada Tidak Ada
Model LPFPDEK4-DFD [(untuk
Daftar Aktivitas Pengeluaran
Dana Kampanye)
3. Formulir Model LPFDK1-DFD Ada Tidak Ada
Model LPPDKS-DPFD (Untuk
Daftar Saldo Dana Kampanye)
6. Surat pernyataan Ada Tidak Ada
penyumbang pihak lain
Perseorangan
T. Surat pernyataan Ada Tidak Ada
penyumbang pihak lain
Kelompok
8. Surat pernyataan Ada Tidak Ada
penyumbang pihak lain
Badan Usaha Non Pemerintah
9. Copy Buku/Rekening Koran
Khusus Dana Kampanye Ada Tidak Ada
10. | Surat Keterangan Tim
Kampanye/data pengelola Ada Tidak Ada
rekening
11. | Copy bukti tagihan/utang Ada Tidak Ada
|apabila ada)
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12, | Bukti-bulkti Transaksi Ada Tidak Ada
Penerimaan dan Transaksi
Pengeluaran

13, | Pembukuan Dana Kampanye Ada Tidak Ada
Pihak Lain |(apabila ada)

14. | Tanda Terima Laporan Awal Ada Tidak Ada
Dana Kampanye

15. | Tanda Terima Laporan Ada Tidak Ada
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye

Diterima Oleh I e

Nama

Jabatan PP
MNo. Telp PP
Tanda Tangan T bbb

Keterangan:

1. **] Lingkari sesuai status dokumen.

Diserahkan oleh

Nama

Jabatan
MNo. Telp
Tanda Tangan

2. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk
Calon Anggota DPD, 1 ([satu] rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP
Kabupaten/Kota, dan 1 [satu] rangkap untuk KAP.



2018, No. 974

-254-

KOP KAP

TANDA TERIMA
LAPORAN DANA EAMPANYE
PEMILIHAN ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dari:

MNama Calon Anggota DPD

ProvinSi. ..o vimimaniianns

Daerah Pemilihan
Hari dan tanggal
Waktu
Tempat penerimaan
dengan rincian sebagai berikut
NO JENIS DOKUMEN STATUS JUMLAH KETERANGAN
DOKUMEN**) DOKUMEN
1. Formulir Model LPFDK1-DFPD Ada Tidak Ada
juntuk Asersi atas Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye)
2. Formulir Model LPFDK2-DFD Ada Tidak Ada
juntuk Laporan Penerimaan
dan Pengeluaran Dana
Kampanye)
3. Formulir Model LPFDK3-DFPD Ada Tidak Ada
juntuk Daftar Penerimaan
Dana Kampanye)
4. Formulir Model LPFDE4-DPD Ada Tidak Ada
juntuk Daftar Alktivitas
Pengeluaran Dana Kampanye)
3. Formulir Model LPFDKS-DFD Ada Tidak Ada
(Untuk Daftar Saldo Dana
Kampanye)
6. Surat pernyataan Ada Tidak Ada
penyumbang pihak lain
Perseorangan
T. Surat pernyataan Ada Tidak Ada
penyumbang pihak lain
Kelompok
8. Surat pernyataan Ada Tidak Ada
penyumbang pihak lain
Badan Usaha Non Pemerintah
9. Copy Buku/Rekening Koran
Khusus Dana Kampanye Ada Tidak Ada
10. | Surat Keterangan Tim
Kampanye/data pengelola Ada Tidak Ada
rekening
11. | Copy bukti tagihan/utang Ada Tidak Ada
|apabila ada)
12. | Bulkti-bukti Transaksi Ada Tidak Ada
Penerimaan dan Transaksi
F:ng:]ua:an
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13 Pembukuan Dana | Ada | Tidak Ada
Kampanye Pihak  Lain
(apabila ada)

14. Tanda  Terima Laporan | Ada | Tidak Ada
Awal Dana Kampanye

1S. Formulir Model LADK1-| Ada | Tidak Ada
DPD

10| Formulir Model LADK2-| Ada | Tidak Ada
DPD

7| Formulir Model LADK3-| Ada | Tidak Ada
DPD

18. Formulir Model LADK4-| Ada | Tidak Ada
DPD

19. Formulir Model LADK5-| Ada | Tidak Ada
DPD

20. Tanda  Terima Laporan | Ada |Tidak Ada
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye

?l | Formulir Model LPSDKI-| Ada |Tidak Ada
DPD

2| Formulir Model LPSDK2-| Ada |Tidak Ada
DPD

Diterima Oleh

Nama

Jabatan
No. Telp

Tanda Tangan

Keterangan:

1. **) Lingkari sesuai status dokumen.

.........................

........................

Diserahkan oleh : ..coiviiiviiiiiiiininnn..

Nama s

Jabatan s
No. Telp e

Tanda Tangan e

2. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk
Calon Anggota DPD, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP
Kabupaten/Kota, dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ARIEF BUDIMAN






